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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama
Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi

tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam

laporan kinerja ini.

Muara Enim, 1 Desember 2022

Pereviu |

Karbudin, S.Ag Hendri
NIP. 196911261997031003 NIP. 1

uryana, S.Ag
97405312001121002
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Suspawati, S.Ag, dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas | B oleh
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.l., pada 10 Februari 2022, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KATA I)ENG‘“"‘AB Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ini disusun

sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama
Muara Enim atas pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah ini didasarkan pada

“Kinerja sebagai sebuah
upaya untuk memonitor

progress setiap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
tanggungjawab yang dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
dikerjakan Pengadilan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Agama Muara Enim. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Seti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
etiap proses harus terukur

agar mampu dikelola dan Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana

dikembangkan” Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target

dan realisasi atas KPI (Key Performance Indicator)

yang menjadi fokus kerja Pengadilan Agama Muara

Enim pada Tahun 2023. Sampai dengan Desember

2023, secara umum Pengadilan Agama Muara Enim

memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan.

{512 Januari 2024 Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu

untuk ditingkatkan. Bagi Pengadilan Agama Muara

Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam

memenuhi target KPl yang ada dijadikan sebagai

. ” . . . . .
= . "ﬁ - media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan
= kinerja ke depan.
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; .-"'._.,A g Kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan

0710 2'001 12 2 003 pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan
pemicu untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama
Muara Enim ke depan.
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RINGKASAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Enim sudah memiliki
Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar
Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar

3.1 terlihat pada tahun 2023 capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim
adalah sebesar 105,29% (“Sangat Memuaskan”). Semua target yang
ditetapkan pada tahun 2023 berhasil dipenuhi.

Sasaran
Strategis

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding

Target Target
Realisasi 1.493 100% Realisasi 1.488 99,67%

. Terwujudnya Peradilan yang Pastl, Transparan dan Akuntabel

Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan

Target Target
Realisasi 1.492 99,93% Realisasi 98,83%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi
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Sasaran
Strategis

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu

Target
Realisasi 1.493 100%

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesalan Perkara

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Target
Realisasi 80 45,98%

Sasaran
Strategis

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target
Realisasi 31 100% Rp. 16.918.000

. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
Pengadilan

Target
Realisasi 104 100% Rp.50.300.000

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Target

Realisasi 624 100% Rp. 50.000.000

Sasaran
Strategis

. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti

(di Eksekusi)

Target
Realisasi

0 100%
0 100%
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Keuangan
1. Juara ll dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Akurasi
Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester | Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan .

2. IKPA Katagori Sangat Baik dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402282).
3. IKPA Katagori Sangat Baik dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402283).
Kepatuhan

1. Juaralll dari PTA Palembang dalam Kategori Ketepatan Pengiriman Berkas
Perkara Banding Semester | Tahun 2023.

2. Juara lll dari PTA Palembang dalam Kategori Persentase Penetapan Status
Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN) Periode Semester | Tahun Anggaran
2023.

3. Juaralll dari PTA Palembang dalam Kategori IV Peringkat Penanganan Perkara
Berdasarkan SIPP Periode Semester | Tahun 2023.

4. Predikat Excellent dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan
Pelaporan LHKASN Tahun 2023.

5. Predikat Excellent dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan
Pelaporan LHKPN Tahun 2023.

6. Terbaik I dari PTA Palembang dalam Katagori Penatausahaan Barang Milik
Negara di Lingkungan PTA Palembang.

7. Rangking lll dari PTA Palembang dalam Implementasi Gugatan Mandiri
Terbanyak pada Kinerja Triwulan IV Tahun 2023.

Laporan

1. Juara Il dari PTA Palembang dalam Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

2.  Peringkat Ill dari PTA Palembang 77,28 atas Penilaian Prestasi Kinerja Satuan
Kerja Periode Triwulan lll.

3. Terbaik Ketiga dari KPPN Lahat dalam Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan
Tercepat Tahun Anggaran 2023

Informasi dan Teknologi

1. Film Terbaik I dari IKAHI pada Lomba Video Pendek dalam rangka HUTKe-70 IKAHI

Tahun 2023.
2. Predikat Excellent sebagai Satuan Kerja dengan skor Website pada aplikasi
SIMTALAK Periode Triwulan Il Tahun 2023.

Lain-lain
1. Juaralll dari PTA Palembang atas Kategori Kebersihan Kantor Periode Semester |
Tahun Anggaran 2023.
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Daftar Isi

Pernyataan T elah Direviu
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

D aftar T abel

D aftar Gambar

BAB | PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur O rganisasi
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Strategis
Isu Strategis
Sistematika Penyajian

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024

Perjanjian Kinerja (D okumen Penetapan Kinerja)
Tahun 2023

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran

PENUTUP
Kesimpulan
Rekomendasi

LAMPIRAN
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Daftar Tabel

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.5 Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.6 Reviu M atriks Rencana Strategis 2020-2024

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 201 9-2023

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dibandingkan T arget Jangka M enengah
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran |

Tabel 3.5 Penyelesaian Perkara yang Ada

Tabel 3.6 W aktu Penyelesaian Perkara T ahun 2023

Tabel 3.7 Perkara Putus yang M engajukan Upaya Hukum Banding
Tabel 3.8 Perkara Putus yang M engajukan Upaya Hukum Kasasi
Tabel 3.9 Perbandingan Perkara yang M engajukan Upaya Hukum
Tabel 3.10 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran |

Tabel 3.12 Isi Putusan yang Diterima T epat W aktu

Tabel 3.13 Perkara yang Diselesaikan M elalui M ediasi

Tabel 3.14 Perbandingan Perkara yang M ediasi

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Il1

Tabel 3.16 Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tabel 3.17 Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019-2023
Tabel 3.18 Perkara yang Diselesaikan Diluar G edung Pengadilan
Tabel 3.19 Perbandingan Sidang Keliling yang Diselesaikan

Tabel 3.20 Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang M endapat Layanan Posbakum
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran |V

Tabel 3.22 Perkara yang di Eksekusi

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Tahun 2023
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Daftar Gambar

Gambar1.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Gambar 3.2 Capaian Kinerja Tahun 201 9-2023
Gambar 3.3 Capaian Kinerja Jangka M enengah
Gambar 3.4 Capaian Kinerja Sasaran |

Gambar 3.5 Capaian Kinerja Sasaran ||

Gambar 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Il1

Gambar 3.7 Capaian Kinerja Sasaran IV

Gambar 3.8 Capaian Output Kegiatan/Program 1066
Gambar 3.9 Capaian O utput Kegiatan/Program 1071
Gambar3.10  Capaian Output Kegiatan/Program 1053
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BAB I
Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama
Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahanan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan
Agama Muara Enim
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A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) adalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap
tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rang-
kaian yang telah dilakukan selama satu
tahun anggaran. Kesemuanya harus
terangkum dalam LKjIP, selain sebagai
bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal
tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-
langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini
disusun secara hirarki untuk dijadikan
sebagai bahan untuk  menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat
ditarik satu langkah yang lebih tepat
sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini  memang kewenangan
organisasi, administrasi dan finansial
Peradilan Agama berada di bawah
Kementerian Agama, sedangkan kewe-
nangan teknis yudisial berada di bawah
Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah
diamandemen dikatakan, bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX
tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam
pasal 24 telah membawa perubahan
penting terhadap penyesuaian tersebut,
lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 jo Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman dimana disebut-
kan bahwa “Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan finansial
Badan Peradilan sebagaimana
dimaksud ayat (1) untuk masing-masing
lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undang sesuai dengan
kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal
tersebut, lahirlah apa yang disebut
dengan peradilan satu atap. Sebagai
realisasi dari pasal tersebut Ilahirlah
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagai penyem-
purnaan dari Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah,
Pengadilan Agama Muara Enim
merupakan Pengadilan tingkat pertama
dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
dan hal ini juga merupakan tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas dan
fungsi yang diamanatkan kepada
masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi.
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan dan menyusun serta
menyampaikan laporan akuntabilitas
secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan  capaian  Kinerja
Pengadilan Agama Muara Enim dalam




Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

2023

satu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran serta menjelaskan tingkat
keberhasilan dan kegagalan kinerja
yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa
asas-asas umum Penyeleng-garaan
Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,
Asas Keterbukaan, Asas Propor-
sionalitas, Asas Profesionalitas dan
Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good
govermance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
wawasan kedepan, akuntabilitas, penga-
wasan, efisensi dan efektifitas, serta
profesionalisme. Kemudian prinsip
akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi,
misi dan program membangun
Indonesia yang aman, adil dan sejahtera
melalui program meningkatkan

B. KEDUDUKAN, TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989
diberikan  kewenangan baru  bagi
peradilan agama setelah dilakukannya
amandemen terhadap Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman, salah
satunya lembaga peradilan agama
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
semakin jelas kewenangannya, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang
menjadi dasar lahirnya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006.

pengawasan untuk menjamin
akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan kegiatan rutin
yang dilaksanakan setiap tahun, disusun
dengan mengacu pada penerapan
Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh
Mahkamah Agung pada area akun-
tabilitas, dan disamping itu juga untuk
mewujudkan manajemen perencanaan
kinerja sesuai Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabillitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah serta Surat PIt.
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19
Desember 2023 tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP.

1. Kedudukan

WHOARG-URDAME HEFUBLE MOOMEES
WOMSTIN 1 ThHLR IR

= i

PEALRAAN ATAY LACI ARG AN0ARG HODMOR T
Thafill 1NN
TEH TRRG PERATRL AR & CEARS,

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2
Undang-Undang tersebut, yakni,
disebutkan bahwa, Peradilan Agama
adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadialan
yang beragama Islam mengenai perkara
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tertentu. Ini berarti bahwa secara kelem-
bagaan, kedudukan lembaga peradilan
Agama sudah semakin kuat dan sejajar
dengan lingkungan peradilan lainnya.
Bahkan secara kelembagaan peradilan
agama juga mengalami perluasan, khu-
susnya di Nanggroe Aceh Darussalam.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan
bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama
dapat diadakan pengkhususan penga-

dilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Maksud dari pasal tersebut adalah
adanya pengadilan syariat Islam yang
diatur tersendiri dengan Undang-Undang

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang :

1) perkawinan;
2) waris;

3) wasiat;

4) hibah;

5) wakaf;

3. Fungsi

a) Fungsi Mengadili (judicial power):
Menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat
pertama (vide: Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Fungsi Pengawasan :
Mengadakan pengawasan melekat
atas pelak-sanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera,

Mahkamah  Syariyah di  Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan
kedudukan peradilan agama pada masa
reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu
pula dengan kewenangan yang
dimilikinya sudah semakin bertambah
dan luas. Dari sisi status dan kedudukan,
pengadilan agama tidak lagi dibedakan
dengan badan peradilan lain yang ada di
Indonesia.

6) zakat;

7) infaq;

8) shadagah; dan
9) ekonomi syari'ah

Tugas Pokok
& Fungsi

Sekretaris, Panitera Pengganti,
dan Jurusita/Jurusita Pengganti di
bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya (vide: Pasal 53
ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006) dan
terhadap pelaksanaan administrasi
umum kesekretariatan serta
pemba-ngunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/VII1/2006)
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C) Fungsi Nasihat :

Memberikan pertim-bangan dan
nasehat tentang hukum Islam
kepada instansi pemerintah di
daerah hukumnya, apabila diminta.
(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor Nomor 3 Tahun
2006).

d) Fungsi Administratif :
Menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan),
dan administrasi umum (kepega-
waian, organisasi dan tata laksana,

4, Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Rl Nomor 7
Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015,
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan

umum dan keuangan, dan peren-
canaan, teknologi informasi dan
pelaporan) (vide: KMA Nomor
KMA/ 080/V111/2006)

e) Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelak-
sanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait,
seperti  Kemenag, MUI, Ormas
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52
A Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006.

Peradilan, struktur organisasi yang ada
pada Pengadilan Agama Muara Enim pun
mengacu pada Perma tersebut. Ada
bentuk susunan bagan struktur organi-
sasinya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISAS!
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS 1B

= =
| & = m.'_' _:' |
— |

L
o _i_— .-:__—
Flele iy BN 1
iEESE L rEE AR
IE = P =

i S il
- .

e

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
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5. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan ter-
capainya tugas pokok dan fungsi. Visi
Pengadilan Agama Muara Enim mengacu
pada Visi Mahkamah Agung RI dan

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Muara Enim
mengacu kepada Misi Mahkamah Agung
RI, dan Misi Badan Peradilan Agama,
sebagai berikut :

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga  kemandirian  Badan
Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-

pinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan  kredibilitas  dan
transparasi Badan Peradilan.

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung
“Terwujudnya Badan Peradilan yang
Agung”

Visi Badan Peradilan Agama
“Terwujudnya Badan Peradilan Agama

yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Muara Enim
“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara
Enim yang Agung”

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan
Peradilan Agama.

2. Memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-

pinan Badan Peradilan Agama.

4. Meningkatkan  kredibilitas  dan
transparasi Badan Peradilan
Agama.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga kemandirian Pengadilan
Agama Muara Enim.

2. Memberikan pelayanan  hukum
yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemim-
pinan Pengadilan Agama Muara
Enim.

4. Meningkatkan  kredibilitas  dan
transparansi Pengadilan Agama
Muara Enim

ditetapkan mengacu kepada visi dan misi
Pengadilan Agama Muara Enim.
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Adapun Tujuan yang hendak dicapai Sasaran adalah target-target dari tujuan
Pengadilan Agama Muara Enim adalah yang akan dicapai setiap tahunnya dari
sebagai berikut : Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024,
1. Terwujudnya sistem peradilan sasaran strategis yang hendak dicapai
melalui proses peradilan yang pasti, Pengadilan Agama Muara Enim adalah
transparan dan akuntabel. sebagai berikut :
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi 1. Terwujudnya proses peradilan
masyarakat pencari keadilan. yang pasti, transparan, dan
3. Terwujudnya peningkatan akses akuntabel.
peradilan bagi masyarakat miskin 2. Peningkatan efektifitas pengelola-

dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya kepercayaan masya- 3.

rakat terhadap sistem peradilan
dengan senantiasa menciptakan

lingkungan kerja serta Kkinerja 4,

aparatur Pengadilan Agama Muara
Enim yang professional, bersih dari
KKN, transparan, efektif, efesien,
dan akuntabel.

VISI

an Penyelesaian Perkara.
Meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terping-
girkan.

Meningkatnya kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan.

Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung

lﬁ

MISI
Memberikan Meningkatkan Meningkatkan
Menjaga kemandirian pelayanan hukum kualitas kredibilitas dan
Pengadilan Agama yang berkeadilan kepemimpinan transparansi
Muara Enim. kepada pencari Pengadilan Agama Pengadilan Agama
keadilan. Muara Enim. Muara Enim.

A 4

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya sistem peradilan
melalui proses peradilan

e Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

yang pasti, transparan dan akuntabel.
akuntabel
Terwujudnya pelayanan ¢ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

prima bagi masyarakat
pencari keadilan.
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Terwujudnya peningkatan
akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan
terpinggirkan

¢ Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

Terwujudnya kepercayaan

masyarakat terhadap sistem
peradilan

¢ Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

7. Isu Strategis

Selain dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya Pengadilan Agama Muara
Enim juga harus berperan dalam
pembangunan Zona Intergritas guna
meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi) dalam upaya mewujudkan Good
Governance. Hal ini juga merupakan
langkah pembuktian komitmen perubahan
serta peningkatan kinerja dari Pengadilan
Agama Muara Enim yang harus
dilaksanakan secara bekelanjutan yang
melibatkan semua unsur yang ada mulai
dengan memperketat pengawasan,
memperoleh kepercayaan masyarakat,

8. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (LKjIP) pada
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun
2023 adalah sebagai berikut :

Bab|: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta per-
masalahan utama (strategi /ssued) yang
sedang dihadapi organisasi.

Bab Il : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

meningkatkan kualitas pelayanan publik
serta memonitoring dan mengevaluasi
pada setiap areanya. Ditambah Iagi
selama 4 (empat) tahun berturut-turut
yaitu pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan
2023 Pengadilan Agama Muara Enim
diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) dalam
meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi) namun belum berhasil juga, tentu
hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
Pengadilan Agama Muara Enim untuk
lebih berbenah ke arah yang jauh lebih
baik.

Bab Il : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan Kkinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan
realisasi kinerja Tahun 2023;

2. Membandingkan antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja Tahun
2023 dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;
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3. Membandingkan realisasi kinerja
Tahun 2023 dengan target jangka B. Realisasi Anggaran
menengah yang terdapat dalam Pada sub bab ini diuraikan realisasi
dokumen perencanaan strategis anggaran yang digunakan dan yang telah
organisasi; digunakan untuk mewujudkan kinerja
4. Membandingkan realisasi kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Tahun 2023 dengan standar Perjanjian Kinerja.

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ Bab IV : Penutup
kegagalan atau peningkatan/penu-
runan Kkinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

Pada bab ini diuraikan simpulan umum
atas capaian kinerja organisasi serta
langkah dimasa mendatang yang akan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
sumber daya; kinerjanya.
7. Analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja.
Daftar Lampiran : Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis

2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun
2024, Struktur Organisasi dan SK Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Pada bagian ini dilampirkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana
Kinerja Tahun 2025, Reviu Indikator
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BAB II
Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja
(PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023
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A. RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah,
perencanaan strategis merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi  pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan stratejik
local, nasional dan global, dan tetap
berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan perencanaan strategis
yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Tahun 2023 merupakan tahun Keempat
dari  Rencana  Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Muara Enim 2020-
2024 menguraikan gambaran kinerja dan
rencana kinerja dalam kurun waktu 1
(satu) tahunan. Begitupun juga Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Muara Enim tahun 2020-2024 sebagai
proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja
seharusnya mempunyai barometer untuk
menilai sampai sejauh mana roda
organisasi berjalan dengan baik atau
tidak, apa hambatan dan tantangan serta
tujuan yang belum tercapai. Para
pegawai/staf juga mempunyai peranan
yang sama dalam memajukan dan
menjalankan roda organisasi tersebut,
sehingga kualitas kinerja  pegawai
dimaksud adalah merupakan suatu yang
mutlak demi maksimalnya pelayanan
(client service), baik internal maupun
secara eksternal kepada (para pencari
keadilan).

Kualitas keterampilan (skil) dari pegawai/
staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri
yang bertekad untuk meningkatkan
kualitas pribadi dalam menunjang tugas
pokok dan fungsi masing-masing (SDM).
Kami sadari sarana dan prasarana serta
fasilitas tak kalah pentingnya guna men-
capai tujuan tersebut yang sekarang ini
masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023
di Pengadilan Agama Muara Enim telah
ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan
yang mengacu pada program dan fungsi
tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama
Muara Enim tahun 2020-2024 telah
disusun secara tepat, dinamis, sistematis
dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses
perencanaan panjang dibidang
keperkaraan dan administrasi harus
memiliki arah yang konsisten agar tidak
terombang-ambing dalam perubahan
situasi. Dalam kondisi ketersediaan
kualitas sumber daya manusia, sarana,

dan prasarana, namun dukungan
anggaran kurang cukup ~memadai,
Pengadilan Agama Muara Enim

menyusun Renstra secara efektif dan
efisien. Renstra ini dituangkan dalam
suatu perencanaan kinerja tahunan
(annual performance plan) sebagai
penjabaran lebih lanjut yang memuat
seluruh target kinerja dalam satu tahun
yang juga dituangkan dalam sejumlah
indikator kinerja utama (key performance
indicators).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU),
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan
Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana
Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu
persatu seperti di bawah ini :




Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

2023

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 44/KPA.WG6-A5/KP1.2.8/1/2024 tanggal 2

Januari 2024, dapat dilihat sebagai berikut :

Terwujudnya sistem
peradilan melalui proses
peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis

8

Terwujudnya peradilan yang
pasti, transparan dan
akuntabel

Indikator Kinerja

4

a. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Banding

c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

2 Terwujudnya pelayanan Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang
prima bagi masyarakat pengelolaan penyelesaian disampaikan ke para pihak tepat
pencari keadilan perkara waktu

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi

& Terwujudnya peningkatan Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang
akses peradilan bagi peradilan bagi masyarakat diselesaikan
maslyara.kat miskin dan miskin dan terpinggirkan b. Persentase perkara yang
terpinggirkan diselesaikan diluar gedung

pengadilan

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 Terwujudnya kepercayaan Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata di

masyarakat terhadap sistem
peradilan

terhadap putusan
pengadilan

tindaklanjuti (di Eksekusi)

Tabel 2.1 :

Reviu Indikator Kinerja Utama

2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan
seperti dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
2 B

1 Terwujudnya peradilan yang pasti, | a. Persentase perkara yang diselesaikan 99%
transparan dan akuntabel tepat waktu °
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan o
2 99%
Upaya Hukum Banding

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan o
Upaya Hukum Kasasi 99%
d. Index responden pencari kaedilan yang 97%
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puas terhadap layanan peradilan

2 Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang 5
. h . . 100%
pengelolaan penyelesaian perkara disampaikan ke para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan 3%
melalui mediasi °
& Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang 100%
bagi masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%

diluar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan 100%
hukum (Posbakum)

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata di

0
putusan pengadilan tindaklanjuti (di Eksekusi) U

Tabel 2.2 :
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat
diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2 3
1 Terwujudnya peradilan yang pasti, | a. Persentase perkara yang diselesaikan 99%
transparan dan akuntabel tepat waktu °
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan 999%
Upaya Hukum Banding °
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi 99%
d. Index responden pencari kaedilan yang 97%
puas terhadap layanan peradilan °
2 Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang o
pengelolaan penyelesaian perkara disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan o
melalui mediasi 3%
& Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang o
bagi masyarakat miskin dan diselesaikan 100%
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
diluar gedung pengadilan °
c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan 100%
hukum (Posbakum)
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata di o
putusan pengadilan tindaklanjuti (di Eksekusi) 100%
Tabel 2.3 :

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023
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B. PERJANJIAN KINERJA
(DOKUMEN PENETAPAN
KINERJA) TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai
Pernyataan yang menunjukan tekad dan oleh Pengadilan Agama Muara Enim
janji untuk mencapai sasaran dan tujuan tahun 2023 dan dinyatakan dalam
yang ingin dicapai secara jelas dan penetapan  sasaran  kinerja = 2023
terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana tertuang dalam tabel
tertentu dengan  mempertimbangkan dibawah ini :

sumber daya yang dikelolanya.

FERMYATAAN FERJANJLAN KINERJS
PENGADIL &M 8005684 MUARAS ENIM

FERLMM AN KINERLS TaHLUN 20253

Oialam rangsa mersagudikan manajemen pemenntah yang efekdil, tronsparan, dan
afnrtabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda angan di bawah ini:

Mama :  Busparwatl. 5.0
Jaatan Ketua Pengadian Sgama Muara Enim

Sedanjuirnya dissbudt Pihak Pertama.

Farma ¢ Dws. M. B KL Zami, S.H., KLHLI
Jatatan : Eetua Pengadian Tingm Agama Palembang
Sedadoy atazan lamngsurg Pihalk Perama, selarpuanya disebut Pibak Kodusa.

Filhak Periama berjanji akan mewujudian el kinerja yang s=harusnya sesuai
larmpran perjanjan inl, dalism anges mencaps larged oreena jangka mesnersgah
seperll yang felah dielapkcan dalam dokumen perencanazn.

Keberhasilam dan kegagalan percapaian bterget kinerja ferss=bo? mengadi
Eangguing Erassh kars

Filhak Kedua akan melakukan supenasi yang diperiukan seria akan melakukan
ewalisaci tefhadap capaian kinerja dan perjanjian imd dam mengambill Brdakan

yang diperduksn dalam rangea pembenian penghargaan dan sanksi.

T,

sgiiwati, 5.AK
P 1936103001 122003
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2 3
1 Terwujudnya peradilan yang pasti, | a. Persentase perkara yang diselesaikan 99%
transparan dan akuntabel tepat waktu °
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan 99%
Upaya Hukum Banding °
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan
Upaya Hukum Kasasi 99%
d. Index responden pencari kaedilan yang 97%
puas terhadap layanan peradilan °
2 Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang 0
pengelolaan penyelesaian perkara disampaikan ke para pihak tepat waktu 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan o
melalui mediasi 3%
3 Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang o
bagi masyarakat miskin dan diselesaikan 100%
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
diluar gedung pengadilan °
c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan 100%
hukum (Posbakum)
4 Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara Perdata di o
putusan pengadilan tindaklanjuti (di Eksekusi) 100%
Tabel 2.4 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan
Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

(\[o] Kegiatan Anggaran
1 2 E
1 Pembinaan Admmlgtrgm dgn Pengelolaan Keuangan Rp 5.013.036.000.-
Badan Urusan Administrasi
2 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 142.320.000,-
Jumlah Rp. 5.155.356.000,-

Tabel 2.5 :
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Tujuan Target Sasaran
Jangka

M enenga

Target

Uraian Uraian 2022

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Identitas Hukum.

p 3 4 6 9
1. | Terwujudnya | Persentase sisa perkara Terwujudnya | a. Persentase sisa
sistem yang diselesaikan 100% Proses perkara yang 100% | 100% |100% |100% |100%
peradilan Peradilan diselesaikan
melalui yang Pasti
proses peradila Persentase sisa perkara Transparan b. Persentase sisa
nyang pasti, | Yang diselesalkantepat | 500 | dan perkara yang 100% | 100% | 100% |100% | 100%
transparan dan waktu Akuntabel diselesaikan tepat
akuntabel waktu
Persentase Perkara yang c. Persentase Perkara
tidak mengajukan Upaya yang tidak
Hukum: mengajukan Upaya
1. Banding Hukum :
2. Kasasi. N% 1. Banding 90% |90,5% | 91% |[91,5% | 92%
3. PK 94% 2. Kasasi. 93% | 93% | 94% | 94% | 95%
100% 3. PK 100% [100% |100% |100% |100%
Index responden pencari d. Index responden
kaedilan yang puas 98,7% pencari kaedilan 98,5% 98,6% |98,7% [98,7% | 98,8%
terhadap layanan yang puas terhadap
peradilan layanan peradilan
2. | Terwujudnya | Persentaseisi putusan Peningkatan |a. Persentaseisi
pelayanan ang diterima oleh para Efektifitas utusan yan
prima bagi :;ihagk tepat waktu. P Lt Pengelolaan Ziterimayolea para Ltttz el o) iRt B
masyan:akat Penyelesaian pihak tepat waktu.
pencari
keadilan. Perkara
Persentase perkara yang b. Persentase perkara
diselesaikan melalui 100% yang diselesaikan | 100% |100% |100% |100% |100%
mediasi melalui mediasi
Persentase perkara yang c. Persentase perkara
dimohonkan Banding, yang dimohonkan
Kasasi, PK yang diajukan | - 5 Banding, Kasasi, 1109, |100% [ 100% |100% | 100%
secara lengkap dan tepat PK yang diajukan
waktu. secara lengkap dan
tepat waktu.
Persentase putusan yang d. Persentase putusan
menarik perhatian yang menarik
masyarakat (ekonomi perhatian
syariah) yang dapat masyarakat
diakases secara online 100% (ekonomi syariah) [100% |100% |100% |100% |100%
dalam waktu 1 hari yang dapat diakases
diputus. secara online dalam
waktu 1 hari
diputus.
3. | Terwujudnya | Persentase perkara Meningkatny | a. Persentase perkara
peningkatan prodeo yang diselesaikan 100% aAkses prodeo yang 100% | 100% |100% |100% |100%
akses peradilan Peradilan diselesaikan
bagi bagi
m_as‘sz’_a"zkit Persentase perkara yang masyarakat b. Persentase perkara
trz:'pirllrt_];gi?'kan diselesaikan di uar 100% | miskin dan yang diselesaikan di | 1 0. | 1005, [100% |100% | 100%
gedung Pengadilan. terpinggirkan. luar gedung
Pengadilan.
Persentase perkara c. Persentase perkara
Permohonan (V oluntair) . Permohonan . ) ) . )
| dentitas Hukum. 100% (v oluntair) 100% [100% |100% |100% |100%
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Persentase Pencari d. Persentase Pencari
Keadilan Golongan Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapat 100% Tertentu yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Layan Bantuan Hukum mendapat Layan
(Posbakum) Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. | Terwujudnya | Persentase Putusan Meningkatny | Persentase Putusan
kepercayaan Perkara Perdata di akepatuhan | Perkara Perdata di
mfhsydaraka't tindaklanjuti (di 100% terhadap tindaklanjuti (di 100% [100% |100% |100% |100%
rerhatop Sistem | Eksekus) Putusan | Eksekusi)
P Pengadilan.
Tabel 2.6 :

Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024
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BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaraan
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara
target yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja dengan realisasi. Perbandingan
tersebut dapat digambarkan dengan
formula sebagai berikut :

CAPAIAM KINERIA TAHUN ZD23

g
E

Gambar 3.1 :
Capaian kinerja tahun 2023

Hasil tersebut merupakan capaian rata-
rata dari 10 indikator kinerja. Berikut tabel
capaian kinerja tahun 2023 :

Dari hasil pengukuran rumus di atas,
diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja
Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun
2023 adalah sebesar 105,29%.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
2 3 4 5 6
1 | Terwujudnya peradilan a. Persentase perkara yang
yang pasti, transparan dan diselesaikan tepat waktu s gL 101,01% u
akuntabel
b. Persentase perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum 99% 99,67% | 100,68% M
Banding
c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum 99% 99,93% | 100,94% ™

Kasasi

d. Index responden pencari

kaedilan yang puas terhadap 97% 98,83% | 101,89% |
layanan peradilan

2 | Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan
pengelolaan penyelesaian yang disampaikan ke para 100% 100% 100%
perkara pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi e 45,98% |1.532,67% .
3 | Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo
peradilan bagi masyarakat yang diselesaikan Uz gz 100% &
miskin dan terpinggirkan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung 100% 100% 100% &
pengadilan
c. Persentase pencari keadilan
olongan tertentu yan
golong uyang 100% | 100% | 100% M

mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
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4 | Meningkatnya kepatuhan Persentase Putusan Perkara
terhadap putusan Perdata di tindaklanjuti (di 100% 100% 100%
pengadilan Eksekusi)
Rata-Rata Capaian 89.70% 94,44% 105,29%
Keterangan :

W - mencapai / melampaui target
= belum mencapai target tapi meningkat dibanding tahun lalu
W - pelum mencapai target

Tabel 3.1:
Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 artian bahwa seluruh indikator yang ada
indikator kinerja utama, terdapat 10 di tahun ini mencapai bahkan melampaui
indikator yang berhasil dicapai, dalam target.

2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

Apabila capaian kinerja yang ada 2019-2023, persentasenya mengalami
bandingkan, maka capaian kinerja kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun gambarannya :

CAPAIAN 2019-2023
110.00%
105

100

FELFRAN

021

Qi A0
5.9

713 :.I

Gambar3.2:
Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2023
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Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2019-2023 :

Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

Terwujudnya ) a. P_ersenta)se sisa perkara yang 100% 100% 100% 100% )
Proses Peradilan diselesaikan
yang Pasti )
Transparan dan b. Persentase sisa perkara yang | gg g5, | 98,59% | 97,61% | 99,50% | 101,01%
Akuntabel diselesaikan tepat waktu
c. Presentase Perkara yang
tidak mengajukan Upaya
Hukum :
1. Banding 111% |110,24% | 109,91% | 109,34% | 100,68%
2. Kasasi. 107,53% | 71,69% | 53,76% |106,38% | 100,94%
3. PK 100% 100% 100% 100% -
d. Index responden pencari
kaedilan yang puas terhadap 89,82% 91,58 | 93,83% | 97,29% | 101,89%
layanan peradilan
Peningkatan a. Presentase isi putusan yang
Efekiifitas diterima oleh para pihak tepat 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan waktu.
Penyelesaian b, P ”
Perkara - Persentase perkarayang | 4g5 750, | 100% | 100% | 100% [1.532,67%
diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi, 100% 100% 100% 100% _
PK yang diajukan secara ° ° ° °
lengkap dan tepat waktu.
d. Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat 100% 100% 100% 100% -
diakases secara online dalam
waktu 1 hari diputus.
Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo
Akses Peradilan yang diselesaikan L les HEIE e L
bagi masyarakat
miskin dan b. Persentase perkara yang
terpinggirkan. diselesaikan di luar gedung 100% 100% 100% 102% 100%
Pengadilan
c. Persentase perkara
Permohonan ( Voluntair) 100% 100% 100% 103% -
Identitas Hukum
d. Persentase pencari keadilan
CEIIEN EETNTEGE 100% | 100% | 100% |122,80%| 100%
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara
kepatuhan Perdata di tindaklanjuti (di @ 9 ® o o
terhadap Putusan Eksekusi) i e 8% eIz o
Pengadilan.
Rata-Rata Capaian 100,26% | 98,14% | 97,13% |106,68% | 105,29%

Tabel 3.2 :

Capaian Kinerja Tahun 2019-2023
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Capaian

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja

Jangka Menengah

kinerja

Sasaran Strategis

2

Pengadilan Agama
Muara Enim Tahun 2023 yang apabila

dibandingkan dengan

target kinerja

Indikator Kinerja

3

jangka

menengah
106,53%. Berikut adalah tabel dan grafik
per-bandingannya.

Target Jangka

Menengah
4

adalah

Realisasi

2023
5

sebesar

TenNu_judnya . P_ersente_\se sisa perkara yang 100% 100% 100%
peradilan yang diselesaikan tepat waktu
pasti, transparan P N " tidak
dan akuntabel . Persentase perkara yang tida o 0 ®
mengajukan Upaya Hukum Banding S T L
. Persentase Perkara yang tidak ® o o
mengajukan Upaya Hukum Kasasi e S0 )
. Index responden pencari kaedilan
yang puas terhadap layanan 98,8% 98,83% 100,03%
peradilan
Peningkatan . Persentase salinan putusan yang
efektifitas disampaikan ke para pihak tepat 100% 100% 100%
pengelolaan waktu
penyelesaian
perkara b P.ersentalise perkara_yang. ; 100% 45,98% 45,98%
diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya . Persentase perkara prodeo yang 100% 100% 100%
akses peradilan diselesaikan
bagi masyarakat
miskin dan . Persentase perkara yang
terpinggirkan. diselesaikan diluar gedung 100% 100% 100%
pengadilan
. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat 100% 100% 100%
layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata di
kepatuhan tindaklanjuti (di Eksekusi) 100% 100% 100%
terhadap putusan
pengadilan.
Rata-Rata Capaian 98,58% 94,44% 95,80%

Tabel 3.3:

Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah
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PERBANDINGAN CAPAIAN
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
i SEN

=
L
=
=
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(- . TS

Gambar 3.3 :
Grafik Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

4, Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja
Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan Karena untuk saat ini Pengadilan Agama
Agama Muara Enim Tahun 2023 apabila Muara Enim belum menentukan indikator
dibandingkan dengan target kinerja kinerja yang sesuai dengan standar
standar nasional belum dapat diukur. nasional tersebut.

5. Analisis Capaian Kinerja
1). Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama transparan dan akuntabel (sasaran 1)
Muara Enim Tahun 2023 untuk sasaran adalah sebesar 101,12%. Berikut adalah
terwujudnya proses peradilan yang pasti, tabel dan grafik perbandingannya.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian
2 3 4 5 6

1. | Terwujudnya peradilan a. Persentase sisa perkara yang 99% 100% 101.01%
yang pasti, transparan diselesaikan tepat waktu ’

dan akuntabel -
b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan Upaya Hukum 99% 99,67% 100,68%
Banding

c. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan Upaya Hukum 99% 99,93% 100,94%
Kasasi

d. Index responden pencari

kaedilan yang puas terhadap 97% 98,83% 101,89%
layanan peradilan
Rata-Rata Capaian 98,50% 99,61% 101,13%
Tabel 3.4 :

Capaian Kinerja Sasaran |




Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

2023

CAPAIAN KINERJA SASARAN |

=
o
B
=
e
=>

PERSEMNTASE

Gambar 3.4 :
Grafik Capaian Kinerja Sasaran |

a). Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan IKU, cara perhitungan 1.497 perkara. Sehingga jumlah perkara
dalam mengukur capaian persentase yang ada tahun berjalan sebanyak 1.503
perkara yang diselesaikan tepat waktu perkara.

adalah dengan cara membandingkan
jumlah perkara yang diselesaikan tepat
waktu dengan jumlah perkara yang
diselesaikan. Rumus tersebut

i i beri Jenis Perk
digambarkan sebagai berikut : enis Ferkara

Masuk Th. 2023
PerkaraTh. 2023
Jumlah Putus

Jumlah perkara yang diselesaikan
tepat waktu

- - x 100% 1 | Perdata Gugatan 6 946 | 952 | 943
Jumlah perkara yang diselesaikan
2 | Perdata Permohonan 0 551 551 | 550
. Jumlah 6 | 1.497 | 1.503 | 1.493
Pada tahun 2022 terdapat sisa perkara ume

sebanyak 6 perkara. Sedangkan perkara

yang diterima tahun berjalan sebanyak Tabel 3.5

Penyelesaian Perkara yang Ada

1. |Perdata Gugatan 901 42 0 9
2. | Perdata Permohonan 550 0 0 1
Jumlah 1.451 42 0 10
Tabel 3.6 :
Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.503 waktu sebanyak 0 perkara. Sementara itu
perkara yang ada, terdapat sebanyak terdapat sebanyak 10 perkara yang

1.493 perkara diselesaikan tepat waktu, tersisa.
sedangkan yang diselesaikan tidak tepat
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Berdasarkan formulasi dan data di atas,

realisasi persentase perkara yang Keberhasilan pencapaian target tersebut
diselesaikan tepat waktu adalah 99,50% merupakan bentuk pelaksanaan
yang didapat dari perhitungan berikut ini : monitoring dan evaluasi dari Pimpinan

kepada seluruh Hakim Pengadilan
Agama Muara Enim dalam penerapan
V493 v 100% = 100% Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
1.493 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan, dimana
disebutkan penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan
persentase yang ditargetkan pada tahun
2023, yakni sebesar 99%, maka capaian
pada indikator ini adalah 99 : 100 x 100 =
101,01%.

b).  Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan IKU, cara perhitungan Rumus tersebut digambarkan sebagai
dalam mengukur capaian persentase berikut :

perkara yang tidak mengajukan upaya e R E T T

hukum banding adalah dengan cara mengajukan upaya hukum banding
membandingkan jumlah perkara yang x 100%
tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Jenis Perkara Keterangan

o
8 £
@ 2
[a1] ©
= o
o x
= ]
S S
= -

938 -
550 -
1.488 -

1 | Perdata Gugatan 6 946 952 943
2 | Perdata Permohonan 0 551 551 550
Jumlah 6 1.497 1.503 1.493

g1 O | o B8

Tabel 3.7 :
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493
perkara putus pada tingkat Pertama 1488 % q00% - 99,67%
sebanyak 1.488 perkara tidak 1.493

mengajukan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi Agama, sehingga
persentase realisasi perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding
mencapai 99,67% yang didapat dari
perhitungan berikut ini :

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan
persentase yang ditargetkan pada tahun
2023, yakni sebesar 99%, maka capaian
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pada indikator ini adalah 99,67 : 99 x 100
=100,68%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
merupakan bentuk kepuasan pihak
berperkara terhadap kualitas putusan
Pengadilan Agama Muara Enim, dalam

hal ini Pengadilan Agama Muara Enim
selalu mendorong Hakim Pengadilan
Agama Muara Enim untuk senantiasa
mengikuti  diklat/pelatihan/diskusi demi
meningkatkan kompetensinya dengan
tujuan memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat banyak.

C). Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam
mengukur capaian persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi
dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai
berikut :

Jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi

x 100%
Jumlah perkara yang diselesaikan

G o]
Jenis Perkara ;; < Keterangan

E 2

3 [

6
1 | Perdata Gugatan 6 946 952 943 1 942 -
2 | Perdata Permohonan 0 551 551 550 0 550 -
Jumlah 6 1.497 1.503 1.493 1 1.492 -

Tabel 3.8 :

Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493
perkara putus pada tingkat Pertama
sebanyak 1.492 perkara tidak
mengajukan upaya hukum kasasi ke
Mahkamah Agung RI, sehingga
persentase realisasi perkara yang tidak
mengajukan  upaya hukum  kasasi
mencapai 99,93% yang didapat dari

perhitungan berikut ini :

1.492
1.493

X 100% =99,93%

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan persentase
yang ditargetkan pada tahun 2023, yakni

sebesar 99%, maka capaian pada
indikator ini adalah 99,93 : 99 x 100 =
100,94%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
merupakan bentuk kepuasan pihak
berperkara terhadap kualitas putusan
Pengadilan Agama Muara Enim, dalam
hal ini Pengadilan Agama Muara Enim
selalu mendorong Hakim Pengadilan
Agama Muara Enim untuk senantiasa
mengikuti  diklat/pelatihan/diskusi demi
meningkatkan kompetensinya dengan
tujuan memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat banyak.
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Perkara yang putus pada Pengadilan
Agama Muara Enim tahun 2023 adalah
sebanyak 1.493 perkara, dimana yang
mengajukan upaya hukum Banding
sebanyak 5 perkara, Kasasi sebanyak 1
perkara dan PK sebanyak 0 perkara, jika
dibandingkan dengan perkara di tahun-
ahun sebelumnya dapat digambarkan
sebagai berikut :

Perkara
dan Upaya
Hukum

o~ (=]
= N
(=) (=]
~N o~
c c
3 3
= <
© ©
~ [

Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023

] 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |

w

A Perkara 1.837 1.407 1.328 1.533 1.493
Putus

B Perkara Upaya Hukum

1. Banding 6 6 7 7 5

2. Kasasi 0 2 3 0 1

Tabel 3.9:
Perbandingan perkara yang mengajukan
upaya hukum

d). Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan IKU, cara perhitungan
dalam mengukur  capaian Index
responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan Pengadilan dengan
cara melakukan survei yang sesuai
dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyeleng-garaan Pelayanan Publik.

Persentase index responden pencari

keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan pada tahun 2023 ditargetkan
97%.

sebesar Namun setelah

Pengadilan  Agama Muara Enim
melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
di triwulan akhir terhadap 40 orang

korespondensi, dengan metode dasar
penilaian tentang pelayanan berupa
pemberian informasi persyaratan

pelayanan yang transparansi, kecepatan
dalam pemberian pelayanan, dan
keberadaan petugas yang memberikan
pelayanan. Maka diperoleh hasil survey
kepuasan masyarakat sebesar 3,95 atau
98,83 (hasil konversi IKM).

Unsur Pelayanan Npllal Lty Mutu Pelayanan
elayanan
2 3
1. K esesuaian persyaratan pelayanan 4,00 A Sangat Baik
2. | Kemudahan prosedur pelayanan 4,00 A Sangat Baik
3. K ecepatan waktu dalam memberikan .

pelayanan 4,00 A Sangat Baik
4. | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 3,85 A Sangat Baik
5. | Kesesuaian produk pelayanan 3,98 A Sangat Baik
6. Kompetensi/kemampuan petugas 3,98 A Sangat Baik
7. Kualitas sarana dan prasarana 3,83 A Sangat Baik
8. | Penanganan pengaduan pengguna layanan 3,98 A Sangat Baik

Rata-rata tertimbang 3,95
A Sangat Baik

Nilai Interval Konversi (NIK) 98,83

Tabel 3.10:

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan
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Hasil tersebut di atas sebesar 98,83
apabila dibandingkan dengan target tahun
2023 yang berjumlah 97%, maka capaian
pada indikator ini adalah 98,83 : 97 x 100
=101,89%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
adalah dengan menggandeng pihak bank
yang telah bekerjasama untuk dapat
memberikan role play tentang service
excellent, hal ini diperkuat Pengadilan
Agama Muara Enim dengan
mencantumkannya pada program Kkerja

tahunan yang diadakan 2 (dua) kali dalam
setahun. Selain itu Pengadilan Agama
Muara Enim juga telah menyebar form
CPAR lebih banyak di berbagai ruangan
sehingga pegawai maupun publik dapat
menyampaikan  keluhannya terhadap
pelayanan maupun permasalahan lainnya
yang perlu mendapatkan perhatian untuk
ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pengadilan
Agama Muara Enim. Dengan demikian
Pengadilan Agama Muara Enim dapat
mengevaluasi kualitas pelayanan yang
diberikannya kepada masyarakat

2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur
kinerja Pengadilan Agama Muara Enim
dalam meningkatkan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara.
Terdapat dua indikator kinerja yang
ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator
tersebut merupakan bagian dari Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Enim. Berikut indikator kinerja beserta
capaiannya di tahun 2023 :

Realisasi  Capaian

2 3 5 6
1. | Peningkatan efektifitas | a. Persentase salinan putusan yang
pengelolaan disampaikan ke para pihak tepat 100% 100% 100%
penyelesaian perkara waktu
b. Persentase perkara yang o o
diselesaikan melalui mediasi 3% 45,98% | 1532,67%
Rata-Rata Capaian 51,50% 72,99% 141,73%

Tabel 3.11 ;
Capaian Kinerja Sasaran Il

CAPAIAN KINERJA 5A5ARAN Il

LK LA

O

PERSENTASE |

141 73%

Gambar3.5:
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Il
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa
rata-rata capaian Pengadilan Agama
Muara Enim pada (sasaran ll) adalah

sebesar 141,73% dan berikut analisis
capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan
yang diterima oleh para pihak tepat waktu
adalah dengan cara membandingkan
jumlah isi putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.
Rumus tersebut digambarkan sebagai
berikut :

Jumlah isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
x 100%

Jumlah putusan

Jenis Perkara

Terlambat

w Jumlah Putus
~ Tepat Waktu

pihak tepat waktu mencapai 100% yang
didapat dari perhitungan berikut ini :

1.493

x 100%  =100%

1.493

5
1 | Perdata Gugatan 943 943 0
2 | Perdata Permohonan 550 550 0
Jumlah 1.493 | 1.493 0

Tabel 3.12 ;

Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493
putusan perkara di tahun 2023, sebanyak
1.493 putusan telah diterima tepat waktu
oleh para, sehingga realisasi persentase
salinan putusan yang dikirim kepada para

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan persentase
yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni
sebesar 100%, maka capaian pada
indikator ini adalah 100 : 100 x 100 =
100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2010 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan, dimana
disebutkan salinan putusan untuk para
pihak sudah harus disediakan dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
putusan diucapkan. Kemudian hal
tersebut dituangkan Pengadilan Agama
Muara Enim ke dalam SOP Penyampaian
Salinan Putusan untuk dapat diketahui
oleh publik.

b). Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mengukur realisasi persentase perkara
yang diselesaikan melalui mediasi adalah
dengan cara membandingkan jumlah
perkara yang diselesaikan melalui
mediasi dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi. Rumus tersebut
digambarkan sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
x 100%

Jumlah perkara yang dilakukan
mediasi

Pada tahun 2023 terdapat perkara yang
dilakukan mediasi yakni sebanyak 174
perkara, dengan data sebagai berikut :
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T g
£ 8% T
No = Jenis Perkara @ <°§ B8
x sy 235
T TWXT =m
2 Fs
5 [
1 |PerkaraMediasi | 174 | 80 | 87 4 3
Jumlah 174 | 80 | 87 4 3
Tabel 3.13 :

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 174
perkara yang dilakukan mediasi di tahun
2023, sebanyak 80 perkara yang
diselesaikan melalui mediasi sehingga
realisasi persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi mencapai
45,98% vyang didapat dari perhitungan
berikut ini :

80

174

x100%  =100%

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun
2023 yakni sebesar 3%, maka capaian
pada indikator ini adalah 45,98 : 3 x 100 =
1532,67%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan serta menerima Mediator dari
luar Pengadilan Agama Muara Enim.

perkara

Adapun perbandingan data

mediasi yang berhasil dari tahun 2019-
2023 di Pengadilan Agama Muara Enim
adalah sebagai berikut :

No  Jenis Perkara

[ [ — —
1] 2 | 4] 5]6]7]7]
1 |PerkaraMediasi | 148 | 147 | 113 [ 160 | 174
2 |Mediasi Berhasil | 11 6 5 6 80
Tabel 3.14 :

Perbandingan perkara yang mediasi

3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur
kinerja Pengadilan Agama Muara Enim
dalam meningkatkan akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Terdapat tiga indikator kinerja yang

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator
tersebut merupakan bagian dari Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Enim. Berikut indikator kinerja beserta
capaiannya di tahun 2023 :

terpinggirkan. :
pengadilan

1. | Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang 100% 100% 100%
akses peradilan diselesaikan ° ° °
bagi masyarakat
miskin dan b. Persentase perkara yang

diselesaikan diluar gedung

c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat 100% 100% 100%
layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Rata-Rata

100% 100% 100%

Tabel 3.15:
Capaian Kinerja Sasaran llI
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CAPAIAN KINERIA SASATAN 11|

inirs i

;

Gambar 3.6 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran |l

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebesar 100% dan berikut analisis
rata-rata capaian Pengadilan Agama capaian masing-masing indikator :
Muara Enim pada (sasaran lll) adalah

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara

prodeo yang diselesaikan adalah dengan § 5
cara membandingkan jumlah perkara Sl A g8 &
prodeo yang diselesaikan dengan jumlah = e
perkara prodeo yang diajukan (jumlah 3 4
perkara prodeo yang diajukan dan 1 |Perkara Prodeo 20 31 31
diselesaikan dengan biaya DIPA maupun Jumlah 20 3 3
prodeo murni). Rumus tersebut digam-
barkan sebagai berikut : Tabel 3.16 -
Perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan < 100% Sehingga realisasi persentase perkara
Jumlah perkara yang diajukan prodeo vyang diselesaikan mencapai
secara prodeo 100%, dengan perhitungan sebagai
berikut ini :

Pada tahun 2023 terdapat pagu anggaran
sebesar Rp. 16.920.000,- untuk 20 31 ; )
perkara prodeo, namun dikarenakan 3_1 FI = bt
anggaran tersebut masih bersisa maka
diterimalah sebanyak 31 perkara prodeo
dan sebanyak perkara tersebut telah
diselesaikan. dengan data sebagai
berikut :

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan
persentase yang ditargetkan pada tahun
2023 yakni sebesar 100%, maka capaian
pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100
=100%.
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Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Selain itu
Pengadilan Agama Muara Enim juga
senantiasa selalu menyajikan data dan
ketersediaan dana kegiatan tersebut
melalui media sosial. Hal senadapun
dilakukan oleh Petugas PTSP Pengadilan
Agama Muara Enim dalam
mensosialisasikan  kegiatan  tersebut
kepada pencari keadilan yang datang

langsung yang dirasa memenuhi kriteria
tersebut.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di
tahun-tahun sebelumnya maka dapat
digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara
345
1 | Perkara Prodeo 10|10 (10 | 32 | 31
Jumlah 5(10(10| 32 | 31
Tabel 3.17 :

Perbandingan Perkara Prodeo yang
Diselesaikan Tahun 2019-2023

b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Mengukur realisasi persentase perkara
yang diselesaikan diluar  gedung
Pengadilan adalah dengan cara
membandingkan jumlah perkara putus
yang diselesaikan diluar  gedung
Pengadilan dengan jumlah perkara yang
diajukan diluar gedung Pengadilan sesuai
dengan anggaran DIPA tahun 2023.
Rumus tersebut digambarkan sebagai
berikut :

Jumlah perkara yang diselesaikan

diluar gedung Pengadilan
9 9 g x 100%

Jumlah perkara yang diajukan

memenuhi  target sesuai  dengan

anggaran yang dipertanggung jawabkan
dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan
96 perkara sidang keliling.

diluar gedung Pengadilan

Pada tahun 2023 anggaran DIPA untuk
menyelesaikan perkara diluar gedung
Pengadilan (sidang keliling) adalah
sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta
empat ratus ribu rupiah). Anggaran
tersebut digunakan untuk menyelesaikan
sebanyak 96 perkara yang disidangkan
diluar gedung Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya sebanyak 104
perkara telah diajukan dan juga
diselesaikan di luar gedung Pengadilan
pada tahun 2023. Dimana hal ini telah

(1]
o 2
g gL 2
a @zB3v 2¥
. = 0 x ==}
Jenis Perkara o ges B
o gl x<
2 =32 oF
c @ © c
< s 3
=
3 4 5
1 | Sidang Keliling 96 104 104
Jumlah 96 104 104
Tabel 3.18 :
Perkara yang diselesaikan diluar gedung
pengadilan

Sehingga realisasi persentase perkara
yang diselesaikan di luar gedung
Pengadilan mencapai 100% yang didapat
dari perhitungan sebagai berikut ini :

104

104

x100% = 100%

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan
persentase yang ditargetkan pada tahun
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2023 yakni sebesar 100%, maka capaian
pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100
=100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu
Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

Dalam Rangka Penerbitan  Akta
Perkawinan, Buku Nikah dan Akta
Kelahiran. Selain itu juga adanya

komunikasi dan sinergi antara Pimpinan
dan Perencanaan Pengadilan Agama
Muara Enim melalui kolaborasi
monitoring dan evaluasi terhadap target-

c.) Persentase pencari keadilan golongan

hukum (Posbakum)

Mengukur realisasi persentase pencari

keadilan  golongan  tertentu  yang
mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum) adalah  dengan cara

membandingkan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu yang mendapat
Posbakum dengan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu. Rumus

tersebut digambarkan sebagai berikut :

Jumlah pencari keadilan gol.
Tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum x 100%

Jumlah permohonan layanan
hukum

Pada tahun 2023 anggaran DIPA untuk
layanan bantuan hukum adalah sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Anggaran tersebut digunakan untuk
melayani 500 pencari keadilan golongan
tertentu.

Dalam pelaksanaannya Posbakum telah
melayani sebanyak 624 pencari keadilan
golongan tertentu pada tahun 2023.
Dimana hal ini telah memenuhi target
sesuai dengan anggaran yang

target kegiatan terlebih yang di danai oleh
anggaran DIPA.

Dibandingkan dengan perkara pada

tahun-tahun sebelumnya maka dapat
digambarkan sebagai berikut :

No  Jenis Perkara

o~ o
— N
o o
o~N N
= =
=) =
L= =
© ©
[ [
3 4

o1 Tahun 2021
o~ Tahun 2022
~ Tahun 2023

1 |[Sidang Keliling| 101 (126 | 50 | 98 [ 104

Jumlah 101 {126 | 50 | 98 [ 104
Tabel 3.19:

Perbandingan sidang keliling yang
diselesaikan

tertentu yang mendapat layanan bantuan

dipertanggung jawabkan dalam DIPA,
yaitu untuk melayani 500 pencari

keadilan golongan tertentu, dengan data
sebagai berikut :

IS . 5
£ SE Ego%
5 B3 §592%
Jenis Perkara o G c g2
a 28 TFZ 5T
2 cf ESL &
g &= 5S&°%3o
< E-= 5 g
3 4 5
1 | Layanan Posbakum | 500 624 624
Jumlah 500 | 614 624
Tabel 3.20:

Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang
Mendapat Layanan Posbakum

Sehingga realisasi persentase jumlah
pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat posbakum mencapai 100%
yang didapat dari perhitungan berikut ini :

614
—_— x 100%  =100%
614
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Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan
persentase yang ditargetkan pada tahun
2022 yakni sebesar 100%, maka capaian
pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100
=100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan. Selain itu juga
adanya komunikasi dan sinergi antara
Pimpinan dan Perencanaan Pengadilan
Agama Muara Enim melalui kolaborasi
monitoring dan evaluasi terhadap target-
target kegiatan terlebih yang di danai oleh
anggaran DIPA.

4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur
kinerja Pengadilan Agama Muara Enim
dalam kepatuhan terhadap putusan
pengadilan. Terdapat sebuah indikator
kinerja yang ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan pada sasaran ini. Indikator

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

tersebut merupakan bagian dari Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Enim. Berikut indikator kinerja beserta
capaiannya di tahun 2023 :

Target Realisasi  Capaian

2

1. | Meningkatnya kepatuhan
terhadap Putusan

Pengadilan. Eksekusi)

Presentase Putusan Perkara
Perdata di tindaklanjuti (di 100% 100% 100%

4 5 6

Rata-Rata Capaian

100% 100% 100%

Tabel 3.21:
Capaian Kinerja Sasaran IV

EEPLIAN KINERIJR SAUARAN IV

+i%

%

!|'|§.|_l|||:.|:-
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Gambar 3.7 :
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa
capaian Pengadilan Agama Muara Enim
pada sasaran strategis IV mencapai
100%.

Mengukur realisasi persentase putusan
perkara perdata ditindaklanjuti  (di
Eksekusi) adalah dengan cara memban-
dingkan jumlah putusan perkara yang
ditindak lanjuti dengan jumlah perkara
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yang sudah BHT. Rumus tersebut
digambarkan sebagai berikut :

Jumlah putusan perkara yang

ditindak lanjuti
x 100%

Jumlah putusan perkara yang
diajukan permohonan eksekusi

Jumlah Perkara Putus

Pada tahun 2022 terdapat 1 putusan
perkara yang sudah BHT dan telah
ditindak lanjuti. dengan data sebagai
berikut :

Putusan Perkara BHT Putusan Perkara

Ditindak Lanjuti

1 | Perkarayang di eksekusi

Jumlah

Tabel 3.22:
Perkara yang di eksekusi

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 0
putusan perkara yang sudah BHT di
tahun 2023 sudah ditindak lanjuti.
Sehingga realisasi persentase putusan
perkara perdata ditindaklanjuti  (di
Eksekusi) mencapai 100% yang didapat
dari perhitungan berikut ini :

0
— x100%  =100%

Kemudian apabila persentase realisasi
tersebut dibandingkan dengan

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2023 vyang
berjumlah Rp 5.393.902.000,- (lima
milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta
sembilan ratus dua ribu rupiah) terbagi
atas DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi Rp 5.251.582.000,- (lima
milyar dua ratus lima puluh satu juta lima
ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan
DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Rp 142.320.000,-
(seratus empat puluh dua juta tiga ratus
dua puluh ribu rupiah).

persentase yang ditargetkan pada tahun
2023 yakni sebesar 100%, maka capaian
pada indikator ini adalah 100 : 100 x 100
=100%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut
tak lepas dari komitmen Pengadilan
Agama Muara Enim dalam menerapkan
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Mahkamah Agung Nomor
067/DjA/HM.00/1/2023 tentang
Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan
Prosedur Pemanggilan.

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
(1066) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 4.368.010.000,- (empat milyar tiga
ratus enam puluh delapan juta sepuluh
ribu rupiah) dan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana  Aparatur
Mahkamah Agung (1071) dengan alokasi
anggaran Rp 883.572.000,- (delapan
ratus delapan puluh tiga juta lima ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah).
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Sedangkan DIPA 04 hanya satu program masing memiliki suatu kegiatan dan
yaitu Program Peningkatan Manajemen komponen. Adapun perbandingan antara
Peradilan Agama (1053) dengan alokasi alokasi anggaran dengan realisasi di
anggaran Rp 142.320.000,- (seratus tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di
empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh bawah ini.

ribu rupiah). Program tersebut masing-

Program Kegiatan Anggaran REEIEES Capaian
2 3 4 5 6
| | DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi
1 | Dukungan Manajemen — Manajemen dan
dan Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Teknis Lainnya

— Pembinaan Administrasi | 4 358 010.000 | 4.354.040.612| 99.68%
dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan
Administrasi

2 |Peningkatan Sarana dan |Pengadaan Sarana dan

Prasarana Aparatur Prasarana di Lingkungan 883.572.000| 883.190.000 99,96%
Mahkamah Agung Mahkamah Agung
Jumlah 5.251.582.000( 5.237.230.612| 99.73%

Il | DIPA 04 - Ditien Badilag

1 | Peningkatan Manajemen | Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama Peradilan Agama 142.320.000 142.068.000 99,82%
Jumlah 142.320.000| 142.068.000 99,82%
Tabel 3.23:

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari tabel di atas persentase realisasi (1066) dengan capaian 99,68%.
anggaran tertinggi adalah Program Sehingga Capaian realisasi anggaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana tahun 2023  secara keseluruhan
Aparatur Mahkamah Agung (1071) mencapai 99,73%. Berikut ini adalah
dengan capaian 99,96%. Sedangkan grafik perbandingan antara anggaran,
Peningkatan Manajemen Peradilan realisasi dan sisa anggaran per program
Agama (1053) dengan capaian 99,82%. kerja tahun 2023 pada Pengadilan
Dan Program Dukungan Manajemen dan Agama Muara Enim :

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
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Gambar 3.8:
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1066
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Gambar 3.9:
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071
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Gambar 3.10:
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1053
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BAB IV
Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah dimasa mendatang yang
akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya
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A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktui telah melebihi target
pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 101,01%

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah
melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar
100,68%.

C. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah
melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar
100,94%.

d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar
101,89%.

e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah melebihi target
pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 1.532,67%.

2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah
sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun
2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

C. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah
sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum) telah sesuai target pada tahun 2023 dengan
persentase capaian sebesar 100%.

e. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah
sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 100%.

B. REKOMENDASI

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan
kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu
IKU dan Renstra secara berkala;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap
bulan, triwulan dan semester.

3. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2024 agar

dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR 1622/KPA. WE-A5/KP1 .2 B/X1/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LEIP)

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

. Bahwa agar Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah

disusun tersebul dapat menggambarkan secara akuntabel dan berkualitas
dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan, maka periu dibentuk Tim Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara
Enim Tahun 2022,

. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Laparan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim
Tahun 2022,

. Undang-undang Nomer 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Momor -14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Undang - undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman:

- Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

- Peraturan Pemerintah Momor © 8 Tahun 2006 temtang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan:

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinera Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri MNegara Pendayagunaan Aparatur Megara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perkin,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur MNegara dan

Refermasi Birokrasi Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

5w

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANS FEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022;

. Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran kepulusan ini

sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF) Pengadilan
Agama Muara Enim Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat
Kepulusan ini;

- Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF) Pengadilan Agama

Muara Enim bertugas

1. Melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP)
Tahun 2022 sebagaimana format terfampir untuk memastikan bahwa

laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat
dan berkualitas.

2. Memastikan telah diadakannya perbaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK|IP) Tahun 2023 sesuai catatan dan rekomendasi atas
penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Palembang
yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinarja
Instansi Pemerintah (AKIF) Tahun 2022

: Surat keputusan ini berlaky sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana meastinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Padatanggal : 27 November 2023

sfiawati, S Ag,
219760710 200112 2 003

- Ketua Mahkamah Agung Rl

Sekretaris Mahkamah Agung RI:

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



Momor
Tanggal
Tentang

27 Nowvember 2023

Lampiran Surat Kepulusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
C 1622/KPA WB-ASIKP1 .2 BiXIi2023

Penunjukan Tim Reviu Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEME

TIM REVIU

RINTAH [LKjIP)

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022

Nama | MIP Jabatan Dinas Jabatan Tim
F ] a
Suspawati, 5.Aq. .
NIP. 13760710 200112 2 003 Kzt Penanggungjawab
H. Mohamad Mu'min, S HI., MH -
NIF. 19790502 200704 1 D01 Wakil Ketua Ketua
Karbudin, 5 Ag
NIP. 19581126 189703 1 003 Panitera Pereviu |
Hendri Suryana, S Ag . '
NIP. 19740531 200112 1 002 Salrelors Pereviu
Endah Rosmala Dew, S.5) Kasubbag Perencanan, Teknologi Sokretaris
NIP. 19840715 200804 2 008 Informasi dan Pelaporan
Firdaus, S.H.I
NIP. 19861118 201101 1 008 PR Mook Hukum Anggota
Luthfi Hadisaputra, 5 H
NIP. 19831219 201212 1 002 Panitera Muda Permohonan Anggota
Yani Puspita, 5Ag
NIP. 19730705 200312 2 005 Kasubbag Umum dan Keuangan Anggota
Rahmi Oktaria. S HI Kasubbag Kepegawaian, A
NIP. 13801007 201101 2 005 Organisasi dan Tata Laksana nggata
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 November 2023

»
&
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=

200112 2 003




Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
1622/HPA WE-AS/KP1 2 BIX12023

MNamar

Tanggal 27 November 2023
Tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
NO. PERNYATAAN CHECKLIST
1. Format 1. Laporan Kinera (LKj) telah menampilkan data
panting Instans| Pemearintah (IP)
|2 LK telah menyajikan informasi target kinena ]
(3. LKj telah menyajikan capaian kinerfja 1P yang Tl
memadal
4. Telah menyajkan dengan |ampiran yang
mendukung informasi pada badan laparan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
2. Mekanisma 1. fll:'_jﬁ' telah disusun oleh unit kerja yang memiiki
Penyusunan lugas dan fungsi itu
2. Informasi yang disampaikan dalam LK) telah
didukung dengan data yang memadai
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian daia dan
informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj
4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan
datafinformasi di setiap unit kerja
3. Datafinformasi kinerja yang disampaikan dalam LK]
lelah diyakini keandatannya
6. Analisapenjelasan dalam LK) telah diketahul oleh
unit kerja terkait
3. | Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LK) telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kmnerja
2. Tujuan/sasaran dalam LK] telah selaras dengan
Rencana Sirategis
3. Jika bulir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai
4, Tujuan/sasaran dalam LK| telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja
5. Tujuan/sasaran dalam LK telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama
B. ika butir 4 dan 5 jawabannya tidak_ maka terdapat =
panjelasan yang memadal
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dangan
tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang
bermanfaat
B, IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran
8. Jika tidak telah terdapal penjelasan yang memada)
10. KU dan IK telah SMART




DOKUMEN

SK TIM PENYUSUN
DOKUMEN SAKIP TAHUN 2023




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR 1688/KPA. WE-AS/KP1.2 8/X11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

a. Bahwa dalam rangka menindakianjuti surat PI, Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka perlu dilakukan penyusunan
Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 tersebut periu dibentuk Tim

Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun
2023,

¢. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang MNomor 48 Tahun 2009 lentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor ; 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

4. Peraturan Pemerintah Momor : 8 Tahun 2008 lentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Namor 7 Tahun 2015 tentang Crganisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/SM.PAN/SI2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja;

7. Surat Pt Sekretaris  Mahkamah  Agung Rl Nomor

4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang
Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM TAHUN 2023

. Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

sebagal Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim
Tahun 2023;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

¢ Tim melakukan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim

Tahun 2023 sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2023, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan
peningkatan kinerja;

- Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

bekerja dengan ketentuan sebagai berikut -
Tanggung Jawab :

1. Tim bertanggung jawab menyusun Dokumen Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023
dengan baik.

2. Tim bertanggung jawab melaporkan hasil penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF) Pengadilan Agama
Muara Enim Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.

Kewajiban

1. Wajib melakukan penyusunan Dokumen Sisten Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023
menggunakan Aplikasi E-Sakip Mahkamah Agung RI;

2. Wajib mempublikasikan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah {SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 di
website Pengadilan Agama Muara Enim.

3. Wajib mengirimkan Dokumen SAKIP kepada Pengadilan Tingkat Banding,
mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip Reviu Kemenpan RB;
Uraian Tugas :

Bertugas membuat Dokumen Reviu Indikatar Kinerja Utama {IKU):
Bertugas membuat Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
{Renstra):

Bertugas membuat Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;

Bertugas membuat Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

Bertugas membuat Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024:

Bertugas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023;

P =

L L

- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inl, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di i Muara Enim
Padatanggal . 22 Desember 2023

shigwati, S.Ag,
49760710 200112 2 003

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama:

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

S5.Ag

=AG760710 200112 2 003

Maomar T6EEKPA WE-ASKP 2 8IXI1/2023
Tanggal 22 Desember 2023
Tentang Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinarja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2023
No Mama | NIP Jabatan Dinas Jabatan Tim
1 2 3 4 —
1 | Suspawali, 5.Ag.
|| NIP. 19760710 200112 2 003 Katua Penanggungjawab
2 | Yeni Kurniati, 3.H.1, |
NIP, 19630325 200804 2 003 TR Ketua
3 | Karbudin, S Ag
NIP. 19691126 199703 1 003 ez Sekretaris
4 | Firdaus, SHI
NIP. 19851118 201101 1 008 Paniecs Muda Hikum Anggota
5 | Luthfi Hadi Saputra, S.H.
NIP, 18831219 201212 1 002 Paniters Muda Permohonan Anggota
6 | Yeni Puspita, S Ag
NIP. 19730705 200312 2 005 Rasutbiag Umum dan Keuangan Anggots
7 | Rahmi Oktaria, S.H.I Kasubbag Kepegawaian,
NIP. 19801007 201101 2 005 Organisasi dan Tata Laksana Anggota
8 | Endah Rosmala Dewi, 5.51 Kasubbag Perencanan, Teknologi
NIP. 19840715 200804 2 008 Informasi dan Pelaporan Anggots
8 | Fanani il
NIP. 19680802 199503 1 002 e Anggota
10 | Sarita Fitri Maniko, 5.1P e
NIP, 19920406 202203 2 001 renaiash Teiis Kabjisan Anggota
11 | Sulastri, A bd
NIP. 19961106 202203 2 017 Pengelola Penanganan Perkars Anggota
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 22 Desember 2023




DOKUMEN

SK TIM REVIU IKU
TAHUN 2024




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR 1818/KPA WE-ASKP1.2 8/XIV2023
TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU)

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomer : PER/MS/M.PANIS/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama {IKU) Instansi Pemerintah:

Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2018, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024

maka Pengadilan Agama Muara Enim periu menetapkan Indikator
Kinerja Utama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Momor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 lentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang parubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Peraturan Pemerintah Momor :© 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan dan Kesekrelariatan di
Pengadilan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara

Momor PER/SM PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja;

sural  Plt.  Sekretaris  Mahkamah Agung Rl Nomor

4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang
Fenyampaian Dokumen SAKIP



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA,

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173SERKISKINZ022 tanggal
31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinera Utama (1KLY
Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dy
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA  ENIM
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

Mengangkat nama-nama yang tersebul dalam lampiran sural
keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim.

Tim Rewviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara
Enim Tahun 2023 bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama

sesuai dengan oulline yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung
RI;

Hasil Reviu Indikalor Kinerja Utama (IKU) ditaporkan kepada Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim;

Surat keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
i, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Sural keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di | Muara Enim
Padatanggal @ 28 Desember 2023

saiati, S Ag,
[BA19760710 200112 2 003

1. Ketua Mahkamah Agung Rl

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Direklur Jendral Badan Peradilan Agama;

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Falembang.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Mamar L 1818/KPA WE-ASIKP1 2 B/XIV2023

Tanggal . 28 Desamber 2023

Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Enim

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No Mama | MIP Jabatan Dinas Jabatan Tim
1 2 3 4 3]
1 | Suspawati, S Ag,

NIF. 19780710 200112 2 003 A Penanggungjawab
2 | Yeni Kurniati, S.H.I, :

NIP. 19830325 200604 2 003 donciid Ketua
3 | Karbudin, S Ag : _

NIP. 19691126 199703 1 003 Panfiera Sekretaris
4 | Firdaus, S H.I,

NIP. 18861118 201101 1 008 Panitera Muda Hukum Anggota
5 | Luthfi Hadi Saputra, S.H.

NIP. 19831219 201212 1 002 Fanitera Muda Permohanan Anggota
6 | Yeni Puspita, 5.Aq. Kasubbag Kepegawaian,

NIP. 19730705 200312 2 005 Organisasi dan Tata Laksana Anggota
7 | Rahmi Oktaria, S H1

NIP. 19801007201101 2 005 Kasubbag Umum dan Keuangan Anggota
B | Endah Rosmala Dewi, 5.5I Kasubbag Perencanan, Teknologi

NIP. 19840715 200004 2 008 Informasi dan Pelaporan Anggeta
g | Sarita Fitri Moniko, 5.1P i

NIP. 18920406 202203 2 001 Penelash Teknis Kebjjakan Anggola

Ditetapkandi  : Muara Enim

Padatanggal : 28 Desember 2023




DOKUMEN

SK PENETAPAN REVIU IKU
TAHUN 2024




Menimbang

Mengingat

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR : 44/KPA WE-AS/KP1.2 8/1/2024

TENTANG

FENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (KL}

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan  Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/S/M.PAN/S/I2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama {IKU) Instansi Pemerintah

Bahwa dengan berakhirmya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024
maka Pengadilan Agama Muara Enim periu menetapkan Indikator
Kinerjia Utama.

Undang-undang Momor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1085 tentang Mahkamah
Agung;

Undang - undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman:

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang MNomeor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan:

Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Megara

Nomor PER/SM_ PANIS2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja;

Surat  Pit.  Sekretaris  Mahkamah Agung Rl Nomor

4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang
Penyampaian Dokumen SAKIP.



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA,

KETIGA

Tembusan :

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17HSEK/ISKA2022 tanggal
31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kineria Utama (IKU)
Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Muara Enim tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

MEMUTUSKAMN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan inl merupakan acuan kinerja yang digunakan oaleh
Pengadilan Agama Muara Enim, untuk menetapkan Renstra, Rencana
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja;

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kineria Utama berujuan
uniuk lebih menyelaraskan isu-isy strategis di Lingkungan MA Rl dan
Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid
dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan;

Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  Muara Enim
Pada tanggal 2 Januari 2024

1. Ketua Mahkamah Agung RI:

<. Sekretaris Mahkamah Agung RI:

3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
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DOKUMEN

SK TIM REVIU RENSTRA
TAHUN 2020-2024




PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : 45/KPA WE-ASKP1.2 8/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA,

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

a Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Pit. Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember
2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka perlu dilakukan

Reviu Rencana Stardegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara
Enim.

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis
Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Reviu Rencana
Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

Z. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

5. Peraturan Mahkamah Agung Momor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung
RI;

6. Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur MNegara Momaor
PER/S/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penatapan Indikator
Kinerja Utama:

7. Sural Pt Sekretaris  Mahkamah Agung Rl Nomor

A107ISER/OT 61252022 tanggal 19 Desember 2023 tentang
Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan
Agama Muara Enim;



KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Tim melakukan Reviu Rencana Slrategis sesual capaian kinerja
Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023, dalam rangka penguatan
akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;

Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara
Enim bekerja dengan ketentuan sebagai berikut -
A. Tanggung Jawab
1). Tim bertanggungjawab mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-
2024 Pengadilan Agama Muara Enim dengan baik.
2). Tim bertanggungjawab melaporkan hasil reviy Rencana Strategis
Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Ketus
Pengadilan Agama Muara Enim.

B. Kewajiban :

1). Wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Muara Enim menggunakan Aplikasi E-Sakip
Mahkamah Agung RI;

2). Wajib mempublikasikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Muara Enim d website Pengadilan Agama
Muara Enim.

d). Wajib mengirimkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Muara Enim kepada Pengadilan Tingkat

Banding dan mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip
Reviu Kemenpan RB:

C. Uraian Tugas :

1). Menyusun dokumen Rencana Kera Jangka Pendek {Renja)
Tahunan:

2). Membuat turunan Rencana Keria (Renja) yang mendukung
peningkatan kualitas pelayanan:

3). Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;

Ditetapkandi  : Muara Enim
Pada tanggal : 2 Januari 2024

1. HKetua Mahkamah Agung RI:

ol

Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
Ketua Pengadilan Tinggl Agama Palembang.



Lampiran Sural Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomar 45KPA WB-ASKP1 2 81172024
Tanggal 2 Januan 2024
Tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Pengadilan Agama Muara Enim
SUSUNMAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
Mo MNama | NIP Jabatan Dinas Jabatan Tim
] 2 3 4
1 | Suspawati, 5.Ag. .
NIP. 19760710 200112 2 003 Kabue renanggungjawab
2 | Yeni Kurniati, S.H.I. .
NIP. 19830325 200804 2 003 Hakim Ketua
3 | Karbudin, S5.Ag :
NIP. 19581126 195703 1 003 Frs Sekretaris
4 | Firdaus, SH..
NIP. 19851118 201101 1 008 Ear Mids Hobom Anggota
5 | Luthfi Hadi Saputra, 5 H,
NIP, 18631219 201212 1 002 Panitera Muda Permohanan Anggota
§ | Yeni Puspita, S.Ag. Kasubbag Kepegawaian,
NIP. 19730705 200312 2 005 Organisasi dan Tata Laksana Anggota
7 | Rahmi Oktaria, S.H.I,
NIP. 1980100720101 2 005 asubbag Umum dan Keuangan Anggota
4 | Endah Rosmala Dewi, 5.5l Kasubbag Perencanan, Teknologi A
NIP. 19840715 200004 2 008 Informasi dan Petaporan nagata
* | Barita Fitrl Moniko, S|P "
NIP. 19920408 202203 2 001 Panitara Penggant Anggota
Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Januari 2024

AT

H.E.ﬁ.g

#8760710 200112 2 003




REVIU RENSTRA

(Rencana Strategis)

2020 - 2024

Reviu Ketiga

PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM

. JLMayor Jand. Tjk Agus Kiemas, s
No.l Kepur, Muara Enim .




Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan dokumen Reviu
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Tahun Ketiga Pengadilan Agama
Muara Enim dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dimana menurut Undang-Undang tersebut, pada Bab
Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan
rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat Undang-Undang Momor 4B Tahun 2009 bahwa
Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman dibawah Mahkamah Agung, yang menyelenggarakan peradilan di
tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus juga
merupakan kawal depan (provoost) Mahkamah Agung di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Palembang.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang
teriibat dalam menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-
2024 Tahun Keliga ini, dan semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan

manfaat. Serla peradilan yang sederhana, cepal, biaya ringan, transparan dan
akuntabel akhirmya pun dapat segera lerwujud,
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BAB I
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar
bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan
Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim sendiri merupakan pengadilan
tingkat pertama dilingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung
sebagal pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2
dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh eeebush
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Momar
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah divbah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan
Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenal perkara perdata tertentu
yang diatur dalam ndang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal
3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman i lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagal kawal depan Mahkamah
Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan
strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,




peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara
Enim.

Saat  ini  Pengadilan  Agama  Muara  Enim telah
mengimplementasikan Rencana Strategis 2010-2014 (Tahap 1) dan
Rencana Strategis 2015-2019 (Tahap II) serta tahap selanjutnya Rencana
Strategis 2020-2024 (Tahap 111). Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam
program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan
oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Agama Muara Enim, baik fingkungan internal maupun external sebagai
variable strategs.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut berupaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia sebagaimana Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.
Peningkatan peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada kerangka
lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana
yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA
( Orgarzation Diagnostic Assesmenf), ada tujuh area/ bidang utama yang
memeriukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :

HEFER NP AN DAY MAMAEZREEN

refGADILAN

IR BN AN PERGATILA,
FLSTRES DAYE RAAMETS, FARANS-PRIEARENA
DEN ERLAMNEEN

FEFFELEN GIANAAN FERSIDL RGN
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1.2. Potensi dan Permasalahan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam
struktur kelembagaan negara RI mempunyal kedudukan yang sangat kuat,
sesual dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Momor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung
menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian
hukum negara ini, Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan  umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,

Sebagai  lembaga yudikatif,  Mahkamah Agung dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus selaly menjaga independensi
terbebas darl pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan
merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan
kepastian hukum yang berkeadilan bagl masyarakat. Pemenuhan tuntutan
masyarakat akan hadimya keadilan diruang ruang sidang pengadilan
menjadi harapan bagl setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan
keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi
informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakal semakin kritis akan

hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin
tinggi.




Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka
potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim
akan semakin kompleks, dengan banyaknya tantangan tersebut maka
dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam
mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan, Disamping
banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Agama Muara
Enim mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenubi tuntutan
masyarakat tersebut,

Dalam merumuskan potensi dan permasalahan  organisasi,
Pengadilan Agama Muara Enim perlu memahami konteks organisasi dengan
senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan isu
eksternal agar relevan dengan tujuan dan strategi organisasi, Pengadilan
Agama Muara Enim telah melakukan identifikasi isy internal dan isu
eksternal melalui analisis SWOT, yakni Kondisi Internal meliputi indikator
kekuatan organisasi {Strength) dan indikator kelemahan organisasi
( Weaknesses), serta kondisi eksternal organisasi meliputi indikator peluang
( Oppurtunities) dan indikator ancaman ( Threatti). Selengkap-nya beberapa
indikator tersebut sebagai berikut

a.  Kekuatan Organisasi ( Strength)

Pengadilan Agama Muara Enim dengan peradilan lainnya berada satu

atap dibawah Mahkamah Agung yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan =alah saty lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar MNegara Republik
Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.




Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru
Mahkamah Agung ditandai dengan iahimya Undang-Undang Momaor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya
sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Penqgalihan
organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling
lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan
konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah
Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan,
sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah saty atap dan telah
diupayakan secara maksimal dan profesional  dalam  rangka
penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan  minimal
peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata
cara penyusunan Standar Operasional Prosedur,

Dengan lahirnya Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring
Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam
menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.




3. Adanya tunjangan kinerja pegawal

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam
meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan
layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan
pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek
dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertisang dalam
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawal negeri sipil di
lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan
tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus
Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya,

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan
berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
210/KMA/SK/VIIL/2020  tentang Penyesuaian  Tunjangan Kinerja
Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Dj Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja,
disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Agama Muara Enim dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat
sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Agama Muara Enim
dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta

mewujudkan harapan masyarakat akan hadimya kepastian hukum yang
berkeadilan,

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah saty fungsi dalam manajemen suatu
organisasi, Dimana memiliki arti suatu Proses mengawasi dan mengevaluasi
suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja
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aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, dengan pengawasan yang baik
akan menghasilkan kinerja yang optimal,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang SPIP, Pengadilan Agama Muara Enim telah membangun
sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIF) melalui kebijakan
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 27/KPA WE-
AS/OT.1.7/1/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pengadilan Agama Muara
Enim.

Satgas SPIP bertugas membanty efektifitas manajemen yang
bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu
yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang
bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di
Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, termasuk melakukan
pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat
pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif
dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah
korupsi atau dlean government, memperkuat akuntabilitas yang akhimya
menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta
menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan
Pengadilan Agama Muara Enim.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung
pregram pemerintah  untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Muara Enim yang baik,
efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat,
dan profesional dalam mewujudkan good governance dan  clean
gavernment menuju aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang bersih
dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta
meningkatriya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam Implementasinya,
terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktk KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna
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menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan
langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mulai akhir tahun 2019 dengan ditandai
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WEK/WBBM, tetapi
dalam perkembangannya pada tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Agama
Muara Enim berhasil menjadi Satker yang diusulkan oleh Tim Penilai
Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk meraih
Predikat WBK dari Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun
Pengadilan Agama Muara Enim belum berhasil menerima predikat tersebut
yang memenuhi standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi,

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagal
kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi
birokrasi pada satker di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim melalui
pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona
Integritas  berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Momor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan
Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan
Kualitas Pelayanan Publik,

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan
pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28
Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 58/KMA/SK/I11/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya.
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Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. DI era keterbukaan informasi yang menjunjung
tinggi azaz transparansi dan keterbukaan dalam segala fini menjadikan
teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan
utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian
hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya e-government mengacu pada
penggunaan teknologl informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan
Intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin
sederhana dan cepat.

Pengadilan Agama Muara Enim yang membawahi 2 (dua) wilayah
hukum satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi
kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Pengadilan
Agama Muara Enim menetapkan kebijakan penerapan teknologl informasi
dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi
yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama
Muara Enim diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di
dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik,

Sesual  dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan
pemanfaatan teknologl informasi.

b.  Kelemahan Organisasi { Weaknesses)
1. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti
penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang
tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suaty bangsa
apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah
tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi




sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara
suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu
pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan,

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat
pertama mempunyal peranan yang sangat penting dalam menjaga
kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi
negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai
dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untulk pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan
restrukturusasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
yang telah diubah dengan Peraturam Mahkamah Agung Momor 1 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan
tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.
Mamun demikian tetap saja masih memiliki kendala dan hambatan yang
cukup berat sehubungan dengan regulasi yang belum sempurna terhadap
jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan
fungsional.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi
serta kajlan terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur
jabatan tidak tepat fungsi sehingga tedadi tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar [ini.
Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka
lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam
melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat
akan hadirmya kepastian hukum yang berkeadilan,

2. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim
harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atay tahapan
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dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi
tersebut secara efektif dan efisien, Dalam rangka mengoptimalkan kinerja
aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, maka penilaian kinerja harus
dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur,

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi
utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pengadilan tingkat pertama,
penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Agama Muara Enim
yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Agama Muara Enim.
Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-
kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan
tuntutan masyarakat akan hadirmya kepastian hukum maka aparatur
peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-
norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksnaan
norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum
sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan
peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang
ada namun juga dikarenakan standar operasional prosedur yang ada periu
dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
masyarakat pencari keadilan,

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan
meningkatnya kinerja pengadilan, pimpinan Mahkamah Agung berusaha
meningkatkan kesejahteraan selurub aparatur yang berada dilingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan
cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena
beban kerja aparatur difingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya semakin besar dan capaian nilai reformasi
birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan
komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan
dengan kajian yang mendalam namun hingga saat inl upaya tersebut
belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan
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bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

4.  Terbatasnya SDM Pengawas Bidang

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan
Agama Muara Enim membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja
dengan memiliki total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 23 orang,
berdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumiah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan
analisis beban kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan
maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan
kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri  bagi
Pengadilan Agama Muara Enim didalam melaksanakan tugas,

Jumlah sumber daya aparatur yang ada untuk melakukan pengawasan
bidang di Pengadilan Agama Muara Enim saat ini sebanyak 5 orang, yakni
hakim pengawas bidang sebanyak 3 orang, seorang wakil ketua sebagai
koordinator pengawas bidang, dan di dukung cleh seorang ketua sebagai
penanggungjawab jalannya organisasi di satuan kerja Pengadilan Agama
Muara Enim. Dengan dukungan sumber daya aparatur hakim pengawas
bidang yang sangat terbatas tersebut, yang harus melakukan pengawasan
ke setiap unit kerja maka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja hakim
pengawas bidang maka harus ada penambahan jumlah sumber daya
aparatur sesual dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor S8/KMA/SK/II1/2019
tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat
kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya
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pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan
pembangunan zona integritas pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara
Enim kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Agama Muara
Enim mengikutkan SDM Aparaturnya dalam pendampingan terhadap
satuan kerja yang akan mendapatkan penilalan dari  Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan
predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).

6. Terbatasnya sarana pendukung T1

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas
layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi
komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, Sesuai
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/X11/2018 tentang
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dj Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan
prasarana kinerja berbasis teknologl informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama
Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadal maka
kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data
yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan
prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara
lain:

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP,
Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan
memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan
kepastian hukum dan keadilan.

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum
sesual standar.

Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang elektronik yang
belum sesuai standar,
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- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur
Pengadilan Agama Muara Enim yang menggunakan sarana kerja
teknologi informasi pribadi.

- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi
penyandang difabel.

€. Peluang Organisasi ( Opportunity)
1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon
tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima
peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi
tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi
struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara
komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut tefah dimulai
dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan  struktur
organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan
tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasl dan tata kerja
Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung
untuk ditindaklanjutii dengan dikeordinasikan dengan Kementerian terkait,

2. Evaluasi S0P

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedyr di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di
Bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah
Agung agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasicnal Prosedur secara
berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan
mengingat transparansi informasi dan semakin kritisya  masyarakat
pemerhati kinerja layanan publik khususnya lembaga peradilan.
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3.

Tingkat kedisiplinan pegawai sangat baik
Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerfa pada Mahkamah

Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh
regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

a,

e

£

4.

Surat  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
O71/KMASSK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan
Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Lainnya

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
035/5K/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan
Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawal Negeri Pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Lainnya

Keputusan Mahkamah Agung RI Momaor 008-A/SEK/SK/1/2012 tanggal
6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI,

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan
Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI,
Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistern

pengawasan telah terintegrasi dalam single dafa  Aase berupa
pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung
(SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung
pelaksanaan PERMA Nomer 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan
secara efektif dan efisien, Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif
berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah
dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar
dapat mencapai hasil yang optimal.
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Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor mefiputi balk internal
peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan
pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang
dilakukan aparatur peradilan.

Wihistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk
meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan
sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistemn ini setiap
dugaan penyimpangan ada jaminan periindungan kerahasiaan identitas
para pelapor (whistiellower), ada transparansi penanganan laporan, dan
akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya
terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah saty aplikasi berbasis teknologi
informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan
penyimpangan aparatur peradilan melalui
nttp:/fwww.siwas.MahkamahAgung.go.id. Salah saty keunggulan aplikasi
SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam
PrOSES penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi, Selain tu,
publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik
melalui  komputer maupun  smartohone. Masyarakat juga dapat
menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur
peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja
informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya
aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan
revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan
Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan
yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim telah
melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 6 November 2019,
Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk  mendorong
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

16




dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja
dibawahnya.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Pengadilan Tinggi Agama
Palembang telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan
kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim,
diusulkan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah
mendapat evaluasi dari Tim Penilai Internal Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI,

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor  58/KMA/SK/TII/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya.

6.  Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era
Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan
kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan
peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis
proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan
teknologi informasi. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di
pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus
berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan
akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk
dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi.
Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi
manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Agama Muara Enim
dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi SDM aparatur teknis
hakim dan kepaniteraan, penerapan sistem administrasi perkara secara
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elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik,
pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi
e-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik.

Disamping itu Pengadilan Agama Muara Enim juga telah menerapkan
penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya
aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMAR],
aplikasi e-SAKIP,

d. Ancaman Organisasi ( Threat)
1.  Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu
atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan
organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung,
dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada
campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan
yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang
penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan
tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan
perubahan atau penyesualan seiring dengan perkembangan zaman,

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung
agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalyi proses yang cukup
rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan
peraturan  meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap
awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan
diimventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan
tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin
diselesaikan setelah melalyi pengkajian dan penyelarasan, dituangkan
dalam naskah akademik, Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian
diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan
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yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Dilanjutkan dengan
proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di
antara pihak- pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan
oleh DPR bersama Presiden atau mented melalyl tingkat-tingkat
pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh
Instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan
perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi
yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim sangat spesifik,
salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya
kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, Guna
mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerfa keras dan
memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan
dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik
bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar
operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara
perdata,

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur
melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Refarmasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar
Operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus
disesuaikan dengan ketentuan Yang mengatur tentang mekanisme
administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012,

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawal negeria sipil
telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme
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Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi
Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja
bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian
reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi
Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
akan melakukan penilalan kelengkapan dan wverifikasi lapangan. Hasil
penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim
Reformasi  Birokrasi Nasional selanjutnya  akan menyampaikan hasil
penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan
kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran
DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang
tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus
membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban
kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor
dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja
harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran
beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban
kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian
Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan
kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan
kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja
memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri
bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi
masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi
ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong
pemerintah  untuk  membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga
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kepastian hukum menjadi mudah tercapal dan mewujudkan azas
peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

3. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagal negara hukum menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keasilan yang
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara
tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengarub lain.
Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata berada di
bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Muara Enim tidak akan bisa
secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal inl dikarenakan
salah satu misi Pengadilan Agama Muara Enim menfaga kemandirian
Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung belum sepenuhnya
mendapatkan apresiasi  oleh  pemerintah, Independensi  peradilan
merupakan prasyarat untuk terwujudkan negara hukum dan jaminan
fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus
menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun
institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses
peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk
mendapatkan proses peradilan yang adil dalam wakty vang dapat
dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam
menentukan hak-hak sipll  atau  putusan yang akan dijatuhkan,
Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak
berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun
internasional  harus menghormati, melindungl dan mempertahankan
independensi-independensi tersebut,

21




6.  Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas
layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknofogi informasi menjadi
komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan
prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama
Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka
kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak peralatan dan
mesin yang diadakan sebelum tahun 2018 sehingga umur manfaat dari
sarana dan prasarana menjadi  kurang optimal. Untuk melakukan
pemenuhan dan pemeliharaan sarana keda yang bersifat elektronik
membutuhkan anggarana yang sangat besar, sementara pagu anggaran
Pengadilan Agama Muara Enim yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75%
untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan
belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk
pendukung kinerja sangat terbatas.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas
dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagal pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang MNasional
(disingkat RPIP Nasional 2005-2025) untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional TV (RPIM) 2020-
2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2020-2024,

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang dilnginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara

Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, sebagal berikut :

Visi Mahkamah Agung
Terwufudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan Agama
"Terwwjudnya Badan Peraditan Agama yang Agung ™




1.2

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

"Terwwjudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang Yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Muara Enim
“Terwujugnya Pengaditan Agama Muara Enim yang Agung™

Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung bercirikan ;

1 3

10.

Misi

Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen,
efektif, dan berkeadilan.

Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur,

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktuy, biaya ringan dan proporsional.
Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan
peradilan.

Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang
berintegritas dan profesional.

Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi,
dan jalannya peradilan.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Adanya manajemen informasi yang menjamin  akuntabilitas,
kredibilitas, dan transparansi.

Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TT
terpadu.

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan
Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung, Misi Badan
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Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggli Agama Palembang sebagai

berikut :
Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4.  Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan.

Misi Badan Peradilan Agama

L. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama,

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan Agama.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

L. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

2.  Memberikan pelayanan hukum vyang berkeadilan kepada pencar
keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama
Palembang.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama
Palembang.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari
Keadilan,

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan Agama Muara
Enim.
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Penjelasan ke empat misi Pengadilan Agama Muara Enim yang digagas
dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim
yang Agung” adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang past,
transparan dan akuntabel adalah adanya kemandifan badan peradilan
serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian
menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi
badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus
dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atayu Undang-Undang
suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan
lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi
kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas
Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PEB (Resolusi Sidang Umum
40732 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985,

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya
penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan
atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung, serta PENgawasan organisasi, administrasi,
dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara
baik., Hal inl dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas
kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang peru diperuangkan adalah kemandirian
pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung
dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian
ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh
Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian
Individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah
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untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain i, juga peru dibangun
pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai
masalah-masalah hukum yang berkembang.

Misi 2 : Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada
Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan
yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan
pencari keadilan dalam memperoleh keadilan, Adalah keharusan bagi setiap
badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan
jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu
nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi
pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus
dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil,
dalam rangka menghasilkan putusan yang  mempertimbangkan
kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain
menyentuh  aspek yudisial, vaitu substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi  peningkatan pelayanan
administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, Sebagal
contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan

pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagl pencari
keadilan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama
Muara Enim

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas
dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap,
peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial,
diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebifakan non-teknis
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(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan
pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional,
pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.
Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi
yudisial dan non-yudisial,

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung
menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan
dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial
dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial),

Misi 4 : Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan
Agama Muara Enim

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor
penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan
peradiian. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan
mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-
putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka,
juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam
badan peradilan itu sendir, Melalul keterbukaan informasi dan pelaporan
internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenal jenjang
karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan,
serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.
Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara,
serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan
usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan
menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologl informasi  dalam melaksanakan proses
peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan,
pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis
teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung
dalam rangka layanan teknis dan administraci peradilan berba sis teknologi
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informasi  dimulal dengan keharusan menggunakan aplikasi  Sistem
Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara
(SIPP), pendaftaran perkara secara online {e-Court), keharusan
memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan
Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day pibslish,

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah
menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
(SIKEP), aplikasi Sistern Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI
(SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e- Office), aplikasi
Sistem Manajemen Pembelajaran (Leaming Management Syster), aplikasi
Sistem Pengelolaan Jurnal ( Open Journal Syster).

Tujuan dan Sasaran Strategis
A.  Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang
telah dikemukakan terdahuly, maka wvisi dan misi terssbut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi,

Tujuan strategis merupakan penjabaran atay Implementasi  dari
permyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi
apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan
misinga  dalam  memformulasikan  tujuan strategis inl  dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari
Ity, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah
Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat
tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan
tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a). Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan,
b). Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.
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Dengan indikator tujuan sebagai berikut

Tabel 2.1 :
Tujuan dan Indikator Kinerjfa Mahkamah Agung

1 | Terwujudnya Persentase perkara

yang 90%
kepercayaan publik atas | diselesaikan tepat waktu
layanan peradilan Persentase perkara yang BO%
diselesaikan melalui
pembebasan biayafproden
Persentase perkara yang 806
diselesaikan melalui sidang
kediling/zitting plaats baik di
dalam negeri maupun di luar
negen
Persentase perkara yang 100%:
terlayani melalui posyankum
Persentase perkara 100%
permohaonan (voluntair)
indentitas hukum

Persentase satuan kerja yang 100%
telah memiliki sertifikasi
Akreditasi
2 Tﬂ'm.ﬂudn'.ra l:ruiﬂ.mm Jumiah pembinaan bagi 53.450
pelaksanaan tugas | aparatur teknis Peradilan :
Mahkamah Agung Jumiah pembinaan aparatur B83.250
non teknis peradilan
Jumlah pelaksanaan 3.080
pengawasan Kinerja aparat
peradilan secara optimal

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPIMN  Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka
Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Z) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
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4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator

Kinerja Utama sebagal alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja
Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 2.2 :
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung

1 | Terwujudnya Proses

Persentase perkara yang 1005%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu
transparan dan Persentase putusan yang 15%
Akuntabel menggunakan pendekatan
keadilan restoratif di Mahkamah
Agung

Persentase Perkara yang Tidak 50%

Mengajukan Upaya Hukum:
Banding, Kasasi dan PK

Persentace perkara anak yang 25%
diselecaikan dengan diversi

Index responden pencari keadilan B0%
yang puas terhadap layanan
peradilan

2 | Peningkatan Efektifitas Persentase Salinan putusan yang 209
Pengelolaan Penyelesalan | dikifim ke Pengadilan F'mg.nju
Perkara mem:

mhtamm 25 5%
dﬁuﬂhnnm]rrm

3 | Meningkatnya Akses Fﬂsmhﬁeml'amwﬂg 30 %

Peradilan Bagl diselesaikan
Macyarakat Miskin Dan | oo e tmes periars yang 100 %
Terpinggirkan diselesaikan di luar gedung

Pengadilan.

Persentase perkara permohanan 100%
{Voluntair) Identitas Hukum
Persentase pencari keadilan 100%
golongan tertenty

¥a mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

4 | Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara 0%
terhadap putusan perdata dan TUN yang
pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)
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B. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama
Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk vang lebih terarah
dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi

Agama Palembang diukur dengan melihat :

a). Persentase penyelesalan perkara perdata agama yang diselesaikan
tepat waktu

b). Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

c). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan
Peradilan Tingkat Banding.

Tujuan 2 : Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan
Tinggi Agama Palembang.

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama

Palembang diukur dengan melihat :

a). Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu.

b). Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putuis.

Tabel 2.3 ;
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Terwujudnya kepercayaan | Persentase perkara pang
publik atas layanan diselesalkan tepat wakiu
Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
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Index persepsi stakeholder B7%

Pengadilan Tinggi Agama dikirim ke Pengadilan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama
Palembang menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima)
@hun ke depan, Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang
adalzh sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
Strategis I transparan dan akuntabel

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka
proses peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang
dimaksud asas kepastian hukum adalah suatu faminan bahwa suaty
hukum harus dijalankan dengan cara yang balk atau tepat sesuai peraturan
perundangan yang berlaku, Adapun yang dimaksud asas transparansi
adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebehasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
serta hasil yang dicapai sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
Sedangkan asas akuntabel adalah terkait dengan perkara yang masuk
dapat dipertanggungjawaban sesyai peraturan perundangan yvang berlaku,
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan
Kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan
penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Sasaran ¢ Peningkatan efektivitas pengelolaan
Strategis 2 penyelesaian perkara

Calam menuju proses peradilan ¥ang pasti, transparan dan akuntabel maka
Pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud
efektivitas pengelolaan penyelesalan perkara adalah bahwa masyarakat
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alau pencari keadilan dalam mendapatkan hasil putusan dapat diperoieh
dan mengakses dengan cepat dan mudah.

Tabel 2.4 :
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Deskripsi :

sisa perkara | o Indikator  persentase perkara  perdata

yang Pasti, Perdata agama yang diselesaikan tepat  waktu
Transparan Agama yang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah
dan diselesaikan Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Akuntabel Penyelesalan Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan  Tingkat Banding pada 4
{empat)  Lingkungan  Peradilan yang
menjelaskan bahwa penyelesaian perkara
pada Pengadilan Tingkat Banding dengan
Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

= Indikator ini mengambarkan kualitas proses
peradilan di Pengadilan Tinggi Agama
Palembang berdasarkan kepastian hukum,
tranparansi hukum dan akuntahilitas,

Cara Menghitung :
Jumlah perkara
; x 100%
Jumiah perkara yang diselesaikan
Ket :
= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat
waktu adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA
2 Tahun 2014 untuk tingkat banding paling
lambat 3 (tiga) bulan.

* Jumiah perkara yang diselesaikan adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan,

Unit Bertanggungjawab :

Majelis Hakim

Sumber Data ;

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang

diterbitkan Panitera Muda Hukum

Penanggung Jawab Data :
Panitera Muda Hukum J
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yang tidak
mengajuka
n upaya
hukum
kasasi

Deskripsi :

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau
yang  dimenangkan) berpendapat  bahwa
Putusan Pengadilan Tinggl Agama Palembang
yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi
r@sa  keadilan atau ada kesalahan dalam
menerapkan hukum, maka pencari keadilan
dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
RI  melalui Pengadilan Agama  vang
memutuskan pada Tingkat Pertama dalam
tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan
Isi putusan Banding diterimanya, Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung RI

Cara Menghitung : =
Jumiah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi x 100%
Jumiah perkara yang diselesaikan

Ket :

= Jumlah perkara yang tidak mengajukan
Upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara
tahun berjalan yang tidak diajukan upaya
hukum kasasi dari upaya hukum banding.

» Jumlah perkara yang diselesaikan adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berfalan,

Unit Bertanggungjawab :

Majelis Hakim

Sumber Data ;

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang

SILETBIERAN Fanitera Muda Hukym

Penanggung Jawab Data

Panitera Muda Hukum

€. Index Deskripsi :

persepsi * Index responden Peradilan Tingkat Pertama
stakeholder yang puas terhadap fayanan Peradilan
yang puas Tingkat  Banding bertujuan  untuk
terhadap mendapatkan gambaran/ pendapat
layanan Pengadilan Agama sewllayah Pengadilan
peradilan Tinggi Agama Palembang terhadap layanan

Pengadilan  Tinggl
tentang




Cara Menghitung :

Index Kepuasan Pencari Keadilan
Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun
A017

Ket :

Adapun 9 unsurfindikator yang dijadikan
sebagal acuan pengukuran Survey Kepuasan
Pencari Keaditan, yang meliputi:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Kemudahan Prosedur Pelayanan

Kecepatan Waktu dalam  memberikan
Pelayanan

Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
Kesesuaian Produk pelayanan
Kompetensi/kemampuan petugas

Perilaku Petugas Pelayanan

Kualitas sarana dan prasarana

Fenanganan pengaduan pengguna kayanan

0PN Wi

Unit Bertanggungjawab :
Wakil Ketua/Hakim Tinggi/Panitera/Sekretaris

Sumber Data :
Laparan SKM Triwulan I, 11, [11 dan IV

Penanggung Jawab Data :

Tim Survey Kepuasan Masyarakat

Deskripsi :

* Jangka waktu pengiriman salinan putusan
ke Pengadilan Pengaju berdasarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 01
Tahun 2011 tentang Perubahan Surat

caran Ketua Mahkamah Agung Mo, 02
Tahun2010 tentang Penyampaian Salinan

paling lambat 14 (empat belas) hari setatah
putusan diucapkan,
dari pihak yang bersangkutan karena
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Cara Menghitung :

Jumlah safinan putusan yang
Jumlah putusan yang dikirim

Ket : N

= Jumiah salinan putusan yang dikirim tepat
‘waktu adalah  jumiah salinan
Putusan/penetapan  yang d!mﬁ
pengadilan  pengaju  sesua n
ketentuan.

« Jumiah putusan yang dikiim adalah Jumiah
- Putusan/penetapan banding yang sudah
. _dan diminutasi tahun berjalan.
Unit Bertanggungjawab :
Panitera

‘Sumber Data :

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang
diterbitkan Panitera Muda Hukum

Penanggung Jawab Data :

Panitera Muda Hukum

€. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Muara Enim
Tujuan adalah sesuaty yang akan dicapal atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan
mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim
adalah sebagal berikut -

L. Terwujudnya sistem peradilan melalu proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan,

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerfa serta kinerja
aparatur pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih
dari KKN, transparan, efektif, efesien, dan akuntabel,




Tabel 2.5 :
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

1 | Terwujudnya sistem | a. Persentase perkara yang 99
peradilan melalui diselesaikan tepat waktu
PIOSES perackan b. Persentase perkara yang
yang pasti, tidak mengajukan upaya 999,
m dan hukum banding
c. Persentase Perkara yang 99%
tidak mengajukan upaya
hukum kasasi
d. Index responden pencari
kaedilan yang puas 98,
terhadap layanan peradilan
2 | Tewdjudnya | . Presentase isi putusan yang
pelayanan prima bagi | diterima oleh para pihak 100%
3 | Terwujudnya a. Persentase perkara prodeo 1005
peningkatan akses yang diselesaikan
peradilan bagi b. Persentase perkara yang
masyarakat miskin diselesaikan di luar gedung 100%
dan terpinggirkan Pengadilan.
C. Persentase Pencari Keadilan
Godongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan 100%
Hukum (Posbakum)
Al Tt Presentase Pulissan iibaten
kepercayaan Perdata ditindaklanjuti
istem peradilan

Sasaran adalzh target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap
tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis
yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagal
berikut
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,

38




Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan,

Untuk menentukan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapal tujuan diperlukan suaty Key Performance Indicators atay
yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu
suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran
organisasi. Hubungan antara Wwjuan dan sasaran strategis dengan IKU
dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 :
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

Terwujudnya peradilan a. Persentase perkara yang
peradilan melalui yang pasti transparan dan diselesaikan tepat wakty
yang past, tidak mengajukan upaya
gm::;" dan hukum banding

C. Persentase Perkara Yang
tidak kan upaya
hukum kasasi

d. Index responden pencari
kaedilan yang puas

2 | Terwujudnya
Pelayanan prima
bagi masyarakat

3 | Terwujudnya Meningkatnya Akses a. Persentase perkara prodeo
peningkatan akses | Peradilan bagl masyarakat yang diselesaikan
peradilan bagi miskin dan terpinggirkan. b. Persentase perkara yang
masyarakat miskin diselesalkan di luar gedung
dan terpinggirkan Pengadilan,

€. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang

mﬁﬁmmn
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah kebijakan dan
strategi sebagai berikut :

A.  Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum, Kinerja
sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara,
proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel,

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya

aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung

kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

L. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatinan maupun bimtek
guna terwujudnya SDM yang profesional.

2. Peningkatan pemahaman SOP sesuai standar akreditasi pelayanan
sehingga kinerja SDM lebih efektif, efesien, dan akuntabel,

3. Optimalisasi aplikasi berbasis elektronik guna mendukung kinerja
SDM aparatur yang profesional transparan, efektif, efesien, dan
akuntabel,

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana ¥ang mendukung kinerja SDM.

Penguatan SDM (hakim pengawas bidang) sebagai pelaksana fungsi
pengawasan.

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim akan berusaha sentiasa
mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional,
bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya hal yang periu
diperhatikan dalam mendukung kebijakan tersebut sebagal berikut :
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3.2,

Menjalankan standar kualitas pelayanan bagl pencar keadilan sesuai
dengan sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan,

2. Mewujudkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dan
lembaga profesi advokat dalam Upaya pendampingan hukum bagi
masyarakat kurang mampu,

3. Meningkatkan pelayanan sidang keliling guna menjangkau akses
pelayanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatkan pelayanan sidang itshat nikah terpady sebagai solusi
guna hak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi
termasuk  hak  membentuk keluarga dan  keturunan  melalyi
perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang
dituangkan dalam akta kelahiran,

5.  Mengupayakan dan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pinty

(FTSP) melalui kerja sama dengan pihak Bank dan PT. Pos guna

mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Momor 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/
Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategls il:emenl:eriwt_emhaga
sesual dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan
Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional: Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari
setiap Kementerian/Lembaga  yang berpedoman  pada  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar
bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Undang-Undang Momer 25 tahun 2004 secars tegas menyatakan
bahwa kerangka regulasi menjadi bagian darl salah saty dokumen
perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

wmmmwmmﬁammm misi dan Program
ﬁmﬁaam@mﬂmmmmmﬂﬂvmm yang
memuat strategi  pembangunan Nasiona, kebjjakan umum, program
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kementriany' lembaga dan fntas Kementerian/Lembaga, kewdlayahan dan
lintas  kewilayahan, Erbkﬁﬂﬂgiaﬂhwwﬁmawmngmmm&w
mmﬁumnﬂmmmmmwmwmh kebifakan fiskal
m“mmk@ywmmkm&amﬂwﬂhnmm
pendanaan”™

Seiring dengan diterbitkannya UU Momar 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UL Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,
guna mendorong pencapalan prioritas pembangunan nasional khususnya
terwujudnya kepastian hukum maka diperukan adanya suatu regulasi
peraturan  perUndang-Undangan yang berkualitas, Mahkamah Agung
sebagal salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPIM periode ke IV tahun
2020-2024 oleh pemerintah diberd amanat untuk melaksanakan program
pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan
untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam
berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka
Menengah RPIMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan
hukum dalam berbagai aspek kefvdupan berkembang makin mantap serta
m@gﬁmﬁmmﬂrma&'wm daerah makin mampu
mendukung pembangunan nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
yang selanjutnya disebut RPIMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPIMN IV)
dari RPIPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampal dengan tahun 2024,
Rencana Strategis Hementerianijbaga Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPIMN Tahun
2020-2024,

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang
dalam RPIM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap
kementerian/lembaga maka kementerianflembaga  dimaksud harus
menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna
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Pencapaian sasaran  kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan

dalam pasal 5 huruf ¢ Peraturan Menter Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Masional Nomor 5
tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024,

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum
Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam
pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan
Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapalan Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Reguilasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan
tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan
Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang
terdapat dalam rancangan awal REIMN,

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis
tahun 2020-20124 adalah:

4. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesya

kebutuhan pembangunan,

b.  Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan,

¢ Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan
pembentukan regulasi,

Mahkamah Agung sebagai salah saty lembaga tinggl negara dalam
merealisasikan program pemerintah vang dituangkan dalam RPIM tahun
2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka
regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu

seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan
dan strategi Mahkamah Agung.




3.3. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan
tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama
Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung
dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama
Muara Enim dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Muara
Enim dengan dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Agama Muara
Enim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim,

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1)
yaitu terdidi dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru
Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan
Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu "Pada
seliap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera” dan ayat (2) vaitu "Dalam melaksanakan tugasnya
Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa
orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa
orang Juru Sita®.

Sedangkan susunan Kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaltu
"Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris™ dan pasal 44
yaitu "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan®, Ketertuan
pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Pariitera Pengadilan
tidak merangkap Sekretaris Pengadilan®,

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
Agama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung MNomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi  Pengadilan
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Agama Muara Enim :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

Gambar 3.1 :
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim
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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN
DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

BAB 111
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

mm&llmmmmmﬂlﬂ

Bagian Keempat
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104
(1) FKepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas [ B.
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.




Pazal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama 1 B mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105,

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | B menyelenggarakan fungsi :

a.  pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b.  pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

€. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
pelaksananaan pengelolaan adminisirasi perkara, penyajlan data perkara,
dan transparansi perkara;

e pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f. pelaksanaan mediasi;

9.  pembinazan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan: dan

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas
1B.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 107
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:
a.  Panitera Muda Permohonan;
b.  Panitera Muda Gugatan; dan
€. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyal tugas melaksanakan administrasi
perkara di bidang permohonan,




- —

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera
Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
permohonan;

pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas 1 B;

pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para
pihak yang tidak hadir:

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan;

pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
permohonan;

pelaksanaan penerimaan  dan pengiriman  berkas perkara yang
dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampalkan relas penyerahan isi
putusan kepada Mahkamah Agung;

pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyal
kekuatan hukum tetap;

pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum;

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyal tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang gugatan,
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Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera

Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

8.  pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
gugatan;

b.  pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

€. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;

d.  pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para
pihak yang tidak hadir:

f.  pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
gugatan;

9. pelaksanaan penermaan dan pengiriman  berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h.  pelaksanaan pemberitahuan permyataan banding, kasasi dan Peninjauvan
kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon
peninjauan kembali;

I pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitabuan isi putusan upaya
hukum kepada para pihak dan menyampalkan relas penyerahan isi
putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

j.  pelaksanaan penerimaan konsinyasi:

K.  pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi:

I pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

0.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera,
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Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumplan,
pengolahan dan penyafian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera

Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

8.  pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b.  pelaksanaan penyajian statistik perkara;

€. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah
Kementerian Agama:

d.  pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

€. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

f.  pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;

9.  pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara;

h.  pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera,

BAEB VIII
KESERRETARIATAN PERADILAN AGAMA

DADAN BUBUMAN BIRGANEAS)
EEHNETANIAT FEMGADILAN ADAME KEEAH | o

BERRETARIAT




Bagian Kelima
Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315
(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B,
(2} Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B mempunyal tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas ] B,

Pasal 317
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316,
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B menyelenggarakan fungsi :
a)  penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b)  pelaksanaan urusan kepegawaian;
¢)  pelaksanaan urusan keuangan;
d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e)  pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f)  pelaksanaan urusan surat menyural, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan,dan perpustakaan; dan
g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas [ B,

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 318
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1 B, terdiri atas ;
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a)  Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
b)  Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
€)  Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawalan, penataan
organisasi dan tata laksana.

Pasal 321
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelalaan keuangan.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersshut diatas, dapat dipahami bahwa dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial
dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi
dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.




BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka
mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun
2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan
keemnpat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut -

Untuk mencapai Tujuan ke 1: “Terwujudnya sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”
telah dirumuskan Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti Transparan dan Akuntabel”. Kemudian untuk mencapai
Tujuan ke 2: "Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat
pencari keadilan” telah dirumuskan Sasaran Strategis "Peningkatan
Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”. Kemudian untuk
mencapai Tujuan ke 3: "Terwujudnya peningkatan akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” telah dirumuskan Sasaran
strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan”. Dan untuk mencapai Tujuan ke 4: "Terwujudnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan” telah
dirumuskan Sasaran Strategis "Meningkatnya kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan”,

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis tersebut diukur
melalui target kinerja. Dasar dalam penetapan target kinerja Pengadilan
Agama Muara Enim tahun 2020-2024 berdasarkan evaluasi capalan kinerja
dalam rentang tahun 2015-2019. Penetapan target dilakukan dengan
metode menambahkan selisih rata-rata  kenaikan realisasi  pertahun
terhadap rata-rata realisasi 5 tabun kebelakang (tahun 2015 s.d. 2019).
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Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan
Agama Muara Enim Tahun 2020-2024, dirumuskan suahy kerangka
pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan
mﬂummmmmnm,nmdmm
dalam matriks kinerfa dan pendanaan sebagaimana terampir dalam

dokumen ini.
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024
disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan
roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan
strategis. Sehingga diharapkan hasil Capaiannya dapat divkur dan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama
Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah
mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah
dicapai Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2015-2019 yaitu adanya
peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada satuan kerja Pengadilan
Agama Muara Enim, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari
keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang
keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan layanan pos bantuan hukum,
pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah
dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber
daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran e-fearming,
pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan,

Dengan keberhasilan tersebut sudah tentu tidak terlepas adanya
permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama
Muara Enim mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan
proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan
perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna
membantu  masyarakatkan miskin  dan terpinggirkan  dalam  memperaleh
kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan,
Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Visi yang sejalan dengan
Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim
Yang Agung




R

dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan, meningkatkan muty pelayanan peradilan yang
transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT,
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim
telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan
perkara melalui pemanfaatan teknologi  informasi, terwujudnya peningkatan
akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya
pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah
terwujudnya proses peradilan vang pasti, transparan dan akuntabel,
meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen
sistem teknologl informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel, objektif dan efislen, terwujudnya transparansi
pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan
terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal
baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim perioda
tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang
dilingkungan Pengadilan Agama Muara Enim dan arah kebijakan pimpinan
Pengadilan Agama Muara Enim yang memiliki indikator kinerja yang valid dan
dapat dipergunakan untuk mengukur kinerfa serta pengendalian pelaksanaan
program,

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka
diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang
ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan,
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REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Terwujudnya Peradilan yang a.Persentase parkara yang diselesaikan 100%
Pasll, Transparan dan bepal wakiu
AR b. Persentase perkara yang tidak g8

mengajukan upaya hukum banding
c. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upays hukum kasas 9%
d.Index parsepsi pencar keadilan a7
puas 1erhadap layanan peradilan
Feningkatan Efektifitas a. Persentase salinan pulusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian disampadkan ke para pihak teps wakiu
o b. Persentase parkara yang diselesaikan an
mielalul mediasi
Meningkainya Akses Paradilan | a. Persentaso perkara prodeo yang
bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan b
L b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
i luar gedung Pengadilan.
t. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 100%
bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Fersenase putwsan perkara perdata
Tarhadap Pulusan yang lindaklanjuli (diskseksi) 100%
Pengadilan,

S.Ag

P 19760710 200112 2 003
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REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnys Peradilan yang a.Persentase perkara yang disalezsikan 100%
Fasli, Transparan dan lepal waktu
Akt b. Persentasa perkara yang tidak G
mengajukan upaya hukem banding
c Perseniase perkara yang tidak
miEngajukan upaya hukm kasasi 9%
d.Index persapsi pencari keadilan yang g,
puas terhadep layanan peradilan
2. | Pendngkatan Efektifitas 2 Perssniase salinsm putusan yang
Pengololaan Penyelesaian disampaikan ke para pihak lepat wakiu W%
Rerkacy b.Persentase perkara yang disalesalkan o
melalu mediasi
3. | Meningkatnya Akses Peradilan | a. Persentase perkara prodeo yang 100% N
bagi Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan. b. Persentase perkara yang diselasadkan 100%
di luar gedung Pengadilan.
c. Persenlase pencan keadilan golofidgan
terentu yang mendapat layanan 100%,
bantuan hiukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase pulusan perkara perdata
Terhadap Pulusan yang tindaklanjuli (dieksekusi) 100%:
Pengadilan,

3 Enim, 2 Januari 2024

S.Ag

19760710 200112 2 003
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FERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang beronentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama © Suspawati, 5.Ag

Jabatan - Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Mama : Drs. H.R. M. Zaini, S H.. MH.I.

Jabatan . Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinafja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapalan tergel kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian inl dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

IP. 1976102001122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Mo Sasaran Strategls Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Peradilan yang & Parseniase perkara yang diselesaikan ag%
Pasli, Transpasan dan tepat wakiu
Alipaionl b Perseniase porkara yang lidak A
mengajukan upaya hukum banding
c. Persentase perkara yang fidak
mangajukan upaya hukum kasasi 9%
d.Index persepsi pencar keadilan yang 97%
Pusas lerhadap lyanan peradilan
2. | Peningkatan Efekiiftas 8. Persentase salinan pulusan yang 100%
Pengelolaan Penyelasaian dizampaikan ke para pihak tepal wakiy
m b, Persentase parkara yang diselesakan 3%
rvedadinl rropdfizsi
3. | Meningkalnya Akses Peradilan | a. Persentase perkara prodeo yang 100%
bagi Masyarakat Miskin dan diselegsaikan
Terpinggitan, b. Persentase perkara yang disalesaikan 100%
di luar gedung Pengadilan.
€. Persentase pencarl keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan 100%
bantuan hukum (Posbakum)
4, | Meningkatnya Kepatuhan Persentase pulusan perkara perdata
Terhadap Putusan yang tindaklanjuti (dieksekusi) 100%
Pengadilan.
Ho Kegiatan Anggaran
1. | Pembinaan Administras dan Pengelolaan Keuangan
Bachen Uriihan it Rp. 5.013.036.000,-
2. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 142,320,000, -
Jumiah | Rp. 5.155.356.000,-
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efekiif, lransparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawsah ini:

Nama ;.  Suspawati, 5.Ag
Jabatan ! Kelua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjulnya disebut Pihak Pertama.

Nama > Dr. H. Zulkamain, SH., MH
Jabatan . Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, setanjutnya disebut Pihak Kedua.

Plhak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sasugi
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
saperti yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capalan kinerja dari peranjian ini dan mengambil tindakan
yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

i ."?

-ir.di:lrnlin, 5.H., M.H.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | T Peradilan a, Parsenlase porkara disalesaikan
meﬂﬂi lepal wakiu o b
uniabsd
b, Porsenlase ra iidak
mwmn%hmhum 9e%
¢. Persentase parkara fidek
mwmmhm 88%
d.lnﬂu:pernnpﬂpumﬂknnﬁnm
puas terhadap layanan peradilan B
2. | Paningkatsn Efekfifitas a Persentase salinan putusan
Pengelolaan Penyelesatan dhnpukmhmﬁmﬁmhlu 100%
Parkara
b. Perseniase perkara yang diselesaikan 40%
miialui madias)
3 | M Aksas Peradilan | o P
wl ol & Persentase perkara prodes yang 100%
e i b. Persentase parkara diselesa
ﬁmmwm 1 o0k
¢. Persentase pencar keadilan golongan
terlenty yang mendapat layanan 100%
bantusn hukum (Posbakum)
4. | Meningkainya Kepatuhan Persentasa putusan perkara perdata
Terhadap Pufusan yang tindaklanjuli {diaksakusi) 100%%
Pengaditan.
No Kaglatan Anggaran
1. | Dukungan Manajemen Adminisirasi
Pgmm Bmﬂmmmw o 4.804.138.000 -
Z anmmmmpmmm Rp. 193.241,000,-
Jumiah | Rp. 4.B47.379.000,-
nim, 2 lanuari 2024

B- H|
- Drd H:Zulkarnain, 5.H., M.H. W U Shspawatt, 5
"Ipﬁﬁmmnmmm “u NER, 1976071020011322003
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan
Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara
Enim Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan
Visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara
Enim.

4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transparasi Pengadilan Agama
Muara Enim.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun
2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran
sebagaimana terlampir :
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RENCANA AKS| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan
Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara
Enim Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan
Visi, yaitu

"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"”

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan,

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara
Enim.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Pengadilan Agama
Muara Enim,

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2024 mencantumkan program, kegiatan, targel dan anggaran
sebagaimana terlampir :
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